BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1777, 2014 KEMENKEU. Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran. Pengesahan. Penyusunan. Petunjuk.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208 /PMK.02/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
171/PMK.02/2013 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang
Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi
penyusunan dan pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.02/2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
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Mengingat

Menetapkan :

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 171/PMK.02/2013 TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA menurut
bagian anggaran yang dikuasainya.

(2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara dan/atau DHP RDP BUN.

(3) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) DIPA Induk terdiri atas:
a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk);

b. halaman [ memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program

c. halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; dan
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d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan

Penerimaan.

(2) Lembar SP DIPA Induk memuat:

(3)

b.

a.
b

C.
d.
e

H
a.

dasar hukum penerbitan DIPA Induk;

identitas unit dan pagu DIPA Induk;

pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);

tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk; dan

kode pengaman berupa digital stamp.

alaman I, halaman II, dan halaman III DIPA Induk dilengkapi dengan:

tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan penanggung jawab
pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio);
dan

kode pengaman berupa digital stamp.

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan ke dalam
DIPA Petikan untuk masing-masing Satker;

pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA
Petikan;

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat
Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada
DIPA Petikan;

rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang
tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh
Satker;

tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam
DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA; dan

DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan
31 Desember 2XXX.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 6

(1) DIPA Petikan terdiri atas:
a. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan);

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang
terdiri atas:

1) halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan
2) halaman IB mengenai Sumber Dana;
c. halaman Il memuat Rincian Pengeluaran;

halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan
Penerimaan; dan

e. halaman IV memuat Catatan.
(2) Lembar SP DIPA Petikan memuat antara lain:
a. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;
b. identitas dan pagu Satker;
c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan
d. kode pengaman berupa digital stamp.

(3) Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan
dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp.

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi hal-hal sebagai berikut:

e. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi, dan Kementerian
Negara/Lembaga);

f. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang
dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp
sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi);

g. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara
Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

h. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang
tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan
rencana pelaksanaan kegiatan;

i. tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang
dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA;

j. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan
dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka
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yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database
RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-
bukti yang ada); dan

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai
dengan 31 Desember 2XXX.

(5) Catatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:

a.

€.

alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan
dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu
persetujuan DPR RI, persetujuan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (khusus untuk dana optimalisasi),
hasil reviu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (khusus wuntuk dana optimalisasi), naskah
perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register (khusus yang
bersumber dana PHLN/PHDN);

alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum
didistribusikan ke satker-satker daerah;

output cadangan;

alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan;
dan/atau

tunggakan tahun anggaran yang lalu.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan
menetapkan pejabat eselon I yang merupakan penanggung jawab
pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) sebagai
pejabat penanda tangan DIPA Induk.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13

DIPA BA BUN terdiri atas:
a. lembar Surat Pengesahan DIPA BA BUN (SP DIPA BA BUN);

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang

terdiri dari:
1) halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan

2) halaman I B mengenai Sumber Dana;
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(2)

(3)

(4)

c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran atau Rincian
Penerimaan dan Pengeluaran;

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan; dan

e. halaman IV memuat Catatan.

Lembar SP DIPA BA BUN memuat antara lain:

a. dasar hukum penerbitan DIPA BA BUN;

b. identitas dan pagu Satker;

c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);

d. tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA BA BUN; dan
e. kode pengaman berupa digital stamp.

Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA BA
BUN dilengkapi dengan :

a. tanda tangan pemimpin PPA BUN; dan

b. kode pengaman berupa digital stamp.

Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. DIPA BA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem yang
dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan
ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN;

b. DIPA BA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara
Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

c. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang
tercantum dalam halaman III DIPA BA BUN diisi sesuai dengan
rencana pelaksanaan kegiatan;

d. Dalam hal KPA BUN sebagai pelaksana kegiatan, KPA BUN
bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran
dalam DIPA BA BUN;

e. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BA BUN
dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka
yang berlaku adalah data yang terdapat didalam database
RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan;

KPA DIPA BA BUN tercantum dalam halaman IA;

g. KPA BUN wajib menyampaikan laporan keuangan kepada
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris
Badan/Pejabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan,
yang selanjutnya disampaikan kepada pemimpin PPA BUN;
dan
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h. DIPA BA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai
dengan 31 Desember 2XXX.

(5) Catatan dalam Halaman IV DIPA BA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:

a. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan
dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu
persetujuan DPR RI, persetujuan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (khusus untuk dana optimalisasi),
hasil reviu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi), naskah
perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register (khusus yang
bersumber dana PHLN/PHDN), data dukung terkait;

b. alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum
didistribusikan ke satker-satker daerah;

c. output cadangan;

d. alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan;
dan/atau

e. tunggakan tahun anggaran yang lalu.

6. Angka 2 mengenai Penandatangan DIPA pada huruf D mengenai
Beberapa Perubahan dalam Penyusunan dan Pengesahan DIPA
dalam Bab I mengenai Pendahuluan Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sehingga menjadi sebagai
berikut:

2. Penandatangan DIPA
Pejabat penandatangan DIPA diatur sebagai berikut:
a. DIPA K/L

Untuk DIPA Induk, yang menandatangani adalah pejabat
eselon I sebagai penanggung jawab Program dan memiliki
portofolio, atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga.

b. DIPA BA BUN

Yang menandatangani adalah pemimpin PPA sub BA BUN
bersangkutan.

7. Angka 2 mengenai Fungsi DIPA pada huruf A mengenai Ketentuan
Umum dalam Bab II mengenai Tata Cara Penyusunan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang



1777, No.2014

Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

2. Fungsi DIPA

Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar
pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara, DIPA juga berfungsi sebagai alat
pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan
perangkat akuntansi pemerintah.

Di samping itu, dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional, DIPA juga merupakan sarana penuangan
anggaran terkait dengan strategi-strategi pembangunan nasional.

8. Angka 4 mengenai Jenis DIPA pada huruf A mengenai Ketentuan
Umum dalam Bab II mengenai Tata Cara Penyusunan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang
Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

4. Jenis DIPA

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, DIPA dapat
dikelompokkan atas DIPA BA K/L dan DIPA BA BUN. DIPA yang
disusun oleh PA terdiri dari:

a. DIPA BA K/L, meliputi:

1) DIPA Induk, merupakan akumulasi dari DIPA per Satker
yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian
Negara/Lembaga, dan

2) DIPA Petikan, merupakan DIPA per Satker yang dicetak
secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai
informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan
dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang
berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker.

b. DIPA BA BUN

DIPA BA BUN hanya terdiri atas DIPA BUN, yang merupakan
DIPA per satker dalam sub BA BUN dan dicetak secara otomatis
melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian
pengeluaran, rencana penarikan dana dan  perkiraan
penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam
pelaksanaan kegiatan satker (sejenis dengan DIPA Petikan K/L).

Rincian lebih lanjut untuk DIPA BA K/L dan DIPA BA BUN adalah
sebagai berikut:
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a) DIPA BA K/L, meliputi:

1) DIPA Induk, disusun menurut Unit Eselon I Kementerian
Negara/Lembaga yang memiliki portofolio; dan

DIPA Petikan, terdiri dari DIPA Satker-Satker yang berada di
bawah Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. Secara
prinsip setiap DIPA Petikan untuk satu Satker, sehingga dalam
hal sebuah Satker mendapat alokasi anggaran yang berasal dari
beberapa Unit Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga, maka
akan mengelola beberapa DIPA Petikan.

2)

Selanjutnya DIPA Petikan Kementerian Negara/Lembaga dapat
dikategorikan menjadi:

a)

b)

DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) yaitu DIPA yang dikelola
oleh Satker Kantor Pusat dan/atau Satker pusat suatu
Kementerian Negara/ Lembaga, termasuk di dalamnya DIPA
Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada kantor pusat, dan
DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT).

DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD) yaitu DIPA yang
dikelola oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian
Negara/Lembaga di daerah termasuk di dalamnya untuk DIPA
Satker BLU di daerah.

DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) yaitu DIPA dalam rangka
pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang dikelola oleh SKPD
Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

DIPA Tugas Pembantuan (TP) yaitu DIPA dalam rangka
pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan.

DIPA Urusan Bersama (UB) yaitu DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam
rangka pelaksanaan Urusan Bersama, yang pelaksanaannya
dilakukan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan Kepala
Daerah.

b) DIPA BA BUN

DIPA BA BUN adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan
anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BA BUN
(BA 999) yang terdiri dari Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01),
Pengelolaan Hibah (999.02), Pengelolaan Investasi Pemerintah
(999.03), Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04), Transfer ke
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Daerah (999.05), Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07), Pengelolaan
Belanja Lainnya (999.08), dan Pengelolaan Transaksi Khusus
(999.99).

DIPA BA BUN disusun oleh KPA BUN, dan ditandatangani oleh
pemimpin PPA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, untuk
selanjutnya disahkan oleh Menteri Keuangan. PPA BUN merupakan
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki
tugas dan fungsi sesuai dengan karakeristik BA BUN.

Selanjutnya DIPA BA BUN dapat dikelompokkan menjadi:
1) DIPA Utang dan Belanja Hibah.

DIPA Utang dan Belanja Hibah adalah DIPA yang memuat rencana
kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan
pengelolaan utang pemerintah yang alokasi anggarannya
bersumber dari BA 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan
untuk keperluan belanja hibah yang alokasi anggarannya
bersumber dari BA 999.02 (Pengelolaan Hibah).

2) DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman.

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman adalah DIPA
yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran
untuk keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang alokasi
anggarannya bersumber dari BA 999.03 (Pengelolaan Investasi
Pemerintah) dan pembiayaan Penerusan Pinjaman baik dalam
negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari BA 999.04
(Pengelolaan Penerusan Pinjaman).

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman terdiri atas:
a) Pusat Investasi Pemerintah;
b) Penyertaan Modal Negara;
c) Dana Bergulir;
d) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional; dan
e) Penerusan Pinjaman yang terdiri atas:
(1) Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD; dan
(2) Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
3) DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan dana
perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY,
dana transfer lainnya, dan dana desa yang diserahkan kepada
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Daerah bersumber dari BA 999.05 (Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa).

DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdiri atas:
a) Transfer ke Daerah
(1) Dana perimbangan
(a) Dana Bagi Hasil (DBH)
i. DBH Pajak, meliputi:
e DBH Pajak Penghasilan;
e DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
e DBH Cukai Hasil Tembakau;
ii. DBH Sumber Daya Alam (SDA), meliputi:
DBH SDA Minyak Bumi;
DBH SDA Gas Bumi;
DBH SDA Pertambangan Umum;
DBH SDA Kehutanan;
DBH SDA Perikanan;
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi;
(b) Dana Alokasi Umum (DAU);
(c) Dana Alokasi Khusus (DAK);

(2) Dana Otonomi Khusus;

(3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
(4) Dana Transfer Lainnya;
b) Dana Desa.
4) DIPA Subsidi dan Pengelolaan Belanja Lainnya.

DIPA Subsidi dan Pengelolaan Belanja Lainnya adalah DIPA yang
memuat rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran
yang bersumber dari BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) dan
BA 999.08 (Pengelolaan Belanja Lainnya).

5) DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus

DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99) adalah DIPA yang
memuat rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran
yang bersumber dari BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus).
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9. Angka 6 mengenai Rincian Penggunaan Anggaran pada huruf B
mengenai Pokok-pokok Materi DIPA dalam Bab II mengenai Tata
Cara Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sehingga menjadi sebagai
berikut:

6. Rincian Penggunaan Anggaran

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang
dibelanjakan dalam rangka:

a. Pelaksanaan rencana kerja Satker untuk mencapai keluaran
(output) yang ditetapkan.

Untuk mencapai keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA,
alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah
keluaran dirinci menurut jenis belanjanya/jenis pengeluarannya.
Jenis belanja/jenis pengeluaran yang ditampilkan pada DIPA
adalah 2 (dua) digit pertama dari rincian akun pada Bagan Akun
Standar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas
kepada KPA dalam melakukan penyesuaian atas akun belanja pada
4 (empat) digit terakhir dari Bagan Akun Standar. Hal ini sesuai
prinsip let’s managers manage dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

b. Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui
mekanisme APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai dasar
pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena
itu, rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan
pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana
yang dialokasikan dapat dicairkan oleh Kuasa Bendahara Umum
Negara. Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian
pencantuman rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi
pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor
bayar, sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja.

Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran, penuangan rincian penggunaan anggaran dalam DIPA
harus menunjukkan keterkaitan antara fungsi, subfungsi, program,
kegiatan, keluaran (output) dengan sasaran dan indikator keluaran.

Berdasarkan tujuan di atas, tata cara pencantuman rincian
penggunaan anggaran dalam DIPA sebagai berikut:

a. Pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran (output), Sumber Dana,
dan Jenis Belanja.
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Program, kegiatan, keluaran (output), sumber dana, dan jenis
belanja dalam DIPA Satker harus memiliki keterkaitan satu sama
lain dalam rangka pencapaian kinerja Satker, dan merupakan
penjabaran dari program, kegiatan, keluaran (output) pada rencana
kerja dan anggaran eselon I terkait.

Ketentuan pencantuman program, kegiatan, keluaran (output), sumber
dana, dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

1)

Pencantuman Program

Program yang dicantumkan ke dalam DIPA adalah program yang
akan didukung oleh Satker yang bersangkutan dalam rangka
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran eselon I terkait yang telah
ditetapkan.

Pencantuman Kegiatan

Kegiatan yang dicantumkan dalam DIPA adalah kegiatan yang akan
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Satker dalam rangka
pencapaian sasaran program. Apabila Satker melaksanakan lebih
dari satu kegiatan dalam satu program, maka dalam DIPA juga
harus dicantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pencantuman Keluaran (output)

Keluaran (output) yang dicantumkan dalam DIPA adalah barang
atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk
mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus
prioritas. Dalam hal kegiatan menghasilkan lebih dari satu output,
maka seluruh output tersebut harus dicantumkan dalam DIPA.

Pencantuman Sumber Dana
Sumber dana yang digunakan pada DIPA meliputi:
a) Rupiah Murni (RM)

Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk menampung
pengeluaran yang dibiayai dari Rupiah Murni APBN, terdiri atas
Rupiah Murni (RM), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan
Stimulus (STM).

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber dana PNBP digunakan untuk menampung pengeluaran
yang dibiayai dari PNBP, terdiri atas PNBP dan PNBP Layanan
Umum (BLU). Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP
harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang
diperkenankan dalam penggunaan dan PNBP bersangkutan.

c) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
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Sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri digunakan untuk
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar
Negeri (HLN) dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLL).

Pada setiap pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri harus dicantumkan nomor register Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri dan tata cara penarikan dana.

d) Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN)

Sumber dana Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri digunakan untuk
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah
Dalam Negeri, terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Hibah
Dalam Negeri (HDN) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD).

e) Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS)

Sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara Project Based
Sukuk digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai
dari penerimaan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Project
Based Sukuk (PBS).

5)Pencantuman Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh
PA/KPA dan penyusunan laporan keuangan, pencantuman akun
harus sesuai dengan jenis belanja dan jenis pengeluaran yang
ditetapkan. Ketidaktepatan pencantuman jenis belanja dan jenis
pengeluaran dalam DIPA akan mengakibatkan tertundanya
pencairan dana karena masih memerlukan penyesuaian.

Jenis belanja dan jenis pengeluaran merupakan klasifikasi ekonomi
dalam standar statistik keuangan pemerintahan (Government
Finance Statistic/ GFS). Melalui jenis belanja/jenis pengeluaran
akan ditetapkan status kinerja pengeluaran pemerintah berupa
hasil dan keluaran dalam bentuk barang dan jasa sebagai akibat
dari pengerahan sumber daya melalui belanja/pengeluaran negara.
Klasifikasi dalam jenis belanja/jenis pengeluaran akan
membedakan kinerja, sumber daya yang dikerahkan, dan bentuk
keluaran baik aset maupun non aset negara.

Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA
adalah sebagai berikut:

a)Belanja Pegawai (51);

b)Belanja Barang dan Jasa (52);

c) Belanja Modal (53);

d)Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (54);
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e) Belanja Subsidi (55);

f) Belanja Hibah (56);

g) Belanja Bantuan Sosial (57); dan
h)Belanja Lain-lain (58).

Selanjutnya, jenis-jenis pengeluaran yang dituangkan dalam DIPA
khususnya terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa, serta
pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan.

a) Transfer ke Daerah dan Dana Desa

i.

ii.

iii.

iv.

Dana Perimbangan

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah
untuk dana bagi hasil (61), dana alokasi umum (62), dan
dana alokasi khusus (63).

Dana Otonomi Khusus (64)

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus untuk Provinsi
Papua, Papua Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam, serta
pengeluaran dana tambahan otonomi khusus infrastruktur
untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dana Transfer Lainnya dan Dana Desa (65)

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan tunjangan profesi guru PNSD,
Bantuan Operasional Sekolah, dana tambahan penghasilan
guru PNSD, dana insentif daerah, dan dana proyek
pemerintah daerah dan desentralisasi, serta semua
pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang mengenai Desa .

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (66)

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan kebijakan terkait Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Pengeluaran Pembiayaan (72)

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri,
pelunasan pokok utang luar negeri, penyertaan modal Negara,
penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar
negeri, dukungan infrastruktur, dan pengeluaran pembiayaan
lain-lain.
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Pencantuman kode rincian akun jenis belanja/jenis pengeluaran dan
penggunaannya mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS).

b. Kewenangan
Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

1) Kewenangan yang diberikan kepada Satker Pemerintah Pusat
terdiri dari:

a) Kewenangan Kantor Pusat (KP) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada
Satker lingkup kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga; dan

b) Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada
Satker pusat yang berada di daerah.

2)Kewenangan yang diberikan kepada Satker Pemerintah Daerah,
terdiri dari:

a) Kewenangan Dekonsentrasi (DK) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang
diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi;

b) Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota; dan

c) Kewenangan Urusan Bersama (UB) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Urusan Bersama yang
diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota.

c. Pencantuman Kantor Bayar dan Cara Penarikan Dana.
1) Kantor Bayar

Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA adalah kode
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk
untuk melaksanakan pembaaran/pencairan dana.

2) Cara Penarikan Dana

Cara penarikan dana diperlukan untuk pengeluaran yang dibiayai
dari PHLN/PHDN. Cara penarikan meliputi Pembiayaan
Pendahuluan (PP), Pembayaran Langsung (PL), Rekening Khusus
(RK) atau Letter of Credit (LC). Sedangkan untuk Pengesahan
Hibah Langsung dicantumkan (-).
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10. Angka 8 mengenai Pengisian Catatan pada huruf B mengenai Pokok-
pokok Materi DIPA dalam Bab II mengenai Tata Cara Penyusunan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

11.

8. Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV

Pemberian informasi dan pengisian catatan pada halaman IV
adalah pencantuman informasi dan penjelasan tentang rincian
belanja yang memerlukan persyaratan tertentu dan/atau
perlakuan khusus pada saat proses pencairan dana, yaitu:

a.

€.

alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan
dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu
persetujuan DPR RI, persetujuan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (khusus untuk dana optimalisasi),
hasil reviu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi), naskah
perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register (khusus yang
bersumber dana PHLN/PHDN), data dukung terkait (khusus
DIPA BA BUN);

. alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum

didistribusikan ke satker-satker daerah;
output Cadangan;

alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan;
dan/atau

tunggakan tahun anggaran yang lalu.

Sebelum dilakukan pencairan dana, selain alokasi anggaran yang
digunakan untuk pembayaran tunggakan tahun anggaran yang
lalu, harus dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu.

Huruf C mengenai Penyusunan DIPA Induk BA K/L dalam Bab II
mengenai Tata Cara Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sehingga
menjadi sebagai berikut:

C. Penyusunan DIPA Induk BA K/L

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Induk
K/L:
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DIPA Induk disusun menggunakan data yang berasal dari
RKA Satker yang telah disesuaikan dengan Alokasi Anggaran
K/L dan mendapat persetujuan DPR, telah ditelaah antara
Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian PPN dan
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran
serta ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DIPA Induk disusun per Unit Eselon I dan Program. Dalam
hal Unit Eselon I mengelola lebih dari satu Program, maka
DIPA Induk yang disusun memuat seluruh Program yang
menjadi tanggung jawabnya.

Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk
dan menetapkan pejabat eselon I sebagai penanggung jawab
Program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada
Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas
nama Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran
substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan
Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

DIPA Induk yang telah ditandatangani, kemudian
disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk
mendapat pengesahan.

DIPA Induk hanya dicetak sebelum tahun anggaran berjalan
(DIPA awal) dan jika ada APBN Perubahan.

12. Huruf A mengenai Pengesahan DIPA Induk dan DIPA Petikan BA K/L
dalam Bab III mengenai Tata Cara Pengesahan DIPA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sehingga menjadi sebagai
berikut:

A. Pengesahan DIPA Induk dan DIPA Petikan BA K/L

1.

Penyampaian DIPA.

a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun dan
menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran
setelah ditetapkannya Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L
(DHP RKA-K/L) dan Peraturan Presiden mengenai Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA
Kementerian Negara/Lembaga dan disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris
Kementerian Negara/Lembaga.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
Kementerian Negara/Lembaga memerintahkan para unit
eselon I sebagai penanggung jawab Program untuk
menyusun dan menyampaikan DIPA yang telah
ditandatangani kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai
dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.

Pengertian dan Batasan Validasi DIPA.

a.

Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran terhadap DIPA
yang diajukan oleh PA untuk menjamin kesesuaian data
DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan DHP RKA-
K/L.

. Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Direktorat Jenderal

Anggaran mencocokan kode pengaman yang tertuang dalam
DIPA dengan kode pengaman yang ada di dalam database
RKA-K/L-DIPA untuk memastikan bahwa PA tidak
melakukan perubahan data.

Validasi DIPA yang dilakukan hanya difokuskan pada DIPA
Induk.

Tujuan Validasi DIPA.

a.

Menjamin kesesuaian data dan informasi yang tertuang
dalam DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA yang telah
ditetapkan dalam DHP RKA-K/L dan Peraturan Presiden
mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

. Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah

sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana
dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menjamin kebenaran pencantuman Kode Kewenangan, Kode
Kantor Bayar, dan Kode Lokasi Kabupaten/Kota.

Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah
sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.
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4. Tata Cara Validasi DIPA.

a.

Petugas Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran
menerima DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh PA
atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya melakukan
validasi dengan mencocokkan kode pengaman yang tertuang
dalam DIPA Induk dengan kode pengaman yang ada di
dalam database RKA-K/L-DIPA.

Jika proses validasi lulus, maka DIPA Induk diterima untuk
diteruskan ke Direktorat Anggaran I/II/IIl guna penerbitan
SP DIPA Induk.

Dalam hal proses validasi tidak lulus, maka DIPA Induk
tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.

5. Proses Pengesahan DIPA.

a.

Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan
oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan
memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran
pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan
menjadi dasar pembayaran/pencairan dana oleh Kuasa BUN
atas beban APBN.

. Tujuan pengesahan DIPA adalah:

1) Menjamin alokasi anggaran dan peruntukannya yang
dituangkan dalam DIPA telah sesuai dengan DHP RKA-
K/L dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

2) Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan
untuk membayarkan rencana kerja sebagaimana
tercantum dalam rincian penggunaan anggaran;

3) Menjamin KPPN selaku Kuasa BUN dapat mencairkan
anggaran atas DIPA berkenaan.

Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan SP DIPA
terdiri dari:

1) SP DIPA Induk yaitu SP DIPA yang memuat alokasi
anggaran menurut Unit Eselon I K/L. SP DIPA Induk
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas
nama Menteri Keuangan dan dilengkapi kode pengaman
berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan
pengesahan (otentifikasi); dan

2) SP DIPA Petikan yaitu SP DIPA yang memuat alokasi
anggaran untuk masing-masing Satker. SP DIPA Petikan
dicetak secara otomatis dari sistem dan dilengkapi kode



21 2014, No.1777

pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda
tangan pengesahan (otentifikasi).

d. Surat Pengesahan DIPA paling sedikit memuat:

1) dasar hukum pengesahan DIPA;

2) kode dan wuraian identitas unit, meliputi bagian
anggaran, unit organisasi dan Satker;

3) pagu anggaran DIPA;

4) ketentuan-ketentuan atau pernyataan (disclaimer) dari
BUN, meliputi antara lain: fungsi DIPA, penggunaan
dana dalam DIPA merupakan tanggung jawab PA/KPA,
masa berlakunya DIPA; dan

5) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran untuk SP
DIPA Induk dan kode pengaman berupa digital stamp
sebagai pengganti tanda tangan pengesahan
(otentifikasi).

e. Tata Cara Pengesahan DIPA.

f.

1) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan
SP DIPA Induk.

2) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan SP DIPA
Induk atas nama Menteri Keuangan.

3) SP DIPA Induk yang telah disahkan Direktur Jenderal
Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan DIPA Induk
yang ditandatangani PA atau pejabat eselon I yang
ditunjuk, merupakan satu kesatuan DIPA Induk yang
sah dan menjadi dasar penerbitan DIPA Petikan untuk
masing-masing Satker dibawahnya.

4) Berdasarkan SP DIPA Induk yang telah disahkan oleh
Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan, maka SP DIPA Petikan dan DIPA Petikan
untuk masing-masing Satker diterbitkan secara otomatis
dari sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman
berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan
pengesahan (otentifikasi) dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari DIPA Induk berkenaan.

Tanggal Pengesahan DIPA.

Penetapan SP DIPA Induk oleh Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA
Petikan dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum
dimulainya tahun anggaran. Sedangkan terhadap DIPA yang
diterima dari PA setelah bulan Desember maka penetapan
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SP DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

13. Huruf C mengenai Penggandaan dan Pendistribusian DIPA
BA K/L dalam Bab III mengenai Tata Cara Pengesahan DIPA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah
sehingga menjadi sebagai berikut:

C. Penggandaan dan pendistribusian DIPA BA K/L

1.

DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan, selanjutnya digandakan dan
disampaikan dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Induk BA K/L, disampaikan kepada:

1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/  Sekretaris
Kementerian Negara/Lembaga;

2) Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan (penanggung jawab
Program); dan

3) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran
I/11/111;

. DIPA Petikan BA K/L, disampaikan kepada:

1) Satker bersangkutan;

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
pembayar;

3) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

4) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran
I/11/111;

5) Menteri/Pimpinan Lembaga:
a) Sekretaris Jenderal;
b) Inspektur Jenderal,

c) Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan (penanggung
jawab Program);

6) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
7) Gubernur;
8) Direktur Jenderal Perbendaharaan:
a) Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan

b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
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Penyampaian DIPA Petikan BA K/L kepada butir 1) dan
butir 2) berupa hardcopy, sedangkan kepada butir 3) sampai
dengan butir 8) berupa softcopy (CD).

14. Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh frasa “Keputusan
Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat”,
selanjutnya dibaca “Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara”.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2014

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMFIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TENTANG

FERUBAHAN ATAS FERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171 /FMK 02/20132
TENTANG PETUNJUE FENYUSUNAN DAN
FENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 23X [1a]
NOMOR : SP DIPA - aaa.bb-c/f2XXX [1b]

DIGITAL STAMP

A.

B.

C.

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahiaraan Negara.
... Tahun 20X Tentang APBN TA 20(X. [2]
Tahun 20X Tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXXX. [3]

2
3.  Undang-Undang Nomor
4

Undang-Undang Nomol

DENGAN INI DISAHKAN ALOKAST ANGGARAN UNTUK:

1. KEMENTERIAM NEGARA/LEMBAGA : o) MamaKL  [4]
2. UNIT ORGANISASI ¢ {xx) Nama Unit Eselon 1 [5]
3. PAGU : Rp.999.999.99% HO00CCOCNNX) (angka dan huruf) 61

PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)
1. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahian DIPA Petkan.

Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.

wmobs oW

Satker .
Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA.

7. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2X00(.

e

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II1 DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh

OO0, 00000 XX [7]
a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran, [8]
AAAAARAAAA [¢1
NIP. [10]
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DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program DIGITAL STAMP [24]
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]
NOMOR : DIPA - aaa.bb-¢/2XXX [1b]
[. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
A. IDENTITAS UNIT:
1, KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA {xxx) MNama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI {xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU Rp.999,999,999 (OOOGOOOXX) (angka dan huruf) [4]
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP:
1 PROGRAM (000XX.XX) nama Program Rp.999.999.999 [5]
0000000 nama Program Rp.999.999.999
{oeoexx) nama Program Rp.999.999.999
dst.
2. SASARAN STRATEGIS K/L {xx) uraian Sasaran Strategis Rp.999.999.999 [6]
3. FUNGSI {xx) uraian Fungsi Rp.999.999.999 [7]
SUB FUNGSI (300 uraian Sub Fungsi Rp.999.999,999 [8]
FUNGSI (xx) uraian Fungsi Rp.999.999,999
SUB FUNGSI {x00.%x) uraian Sub Fungsi Rp.999.999.999
dst.
4, PRIORITAS NASIONAL (xx) uraian Prioritas Nasional Rp.999.999.999 [9]
(xx) uraian Prioritas Nasional Rp.999.999.999
dst.
NON PRIORITAS NASIONAL Rp.999.999.999 [10]
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[24]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK DIGITAL STAMP
TAHUN ANGGARAN 2X(XX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-¢/2XXX
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
C. RINCIAM KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

{Ribuan Rupiah)

KODE PROGRAM/OUTCOME/INDIKATOR KINERIA UTAMA/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT VOL/SAT ALOKASI DANA

0XX.Xxnama Program [11] Rp.999.999.999

outcome [12]
01. uraian IKU 1 [13]
02. uraian IKU 2

Xxxx|uraian Kegiatan 1 [14] [17] Rp.999.999.999
01 uraian IKK 1 [15]
. Uraian
02. uraian IKK 2 (19]
00X |uraian Output 1 [16] NOi| — 99 sat Rp.999.999
XXXX. XXX |uraian Output 2 99 sat] Rp.999.999
x0|uraian Kegiatan 2 Rp.999.999.999
01 wuraian IKK 1 [18]1d
02. uraian IKK 2
XXO0CXXX |uraian Output 1 99 sat] Rp.999.999
XXX Xxx |uraian Output 2 NO4| b 99 sat Rp.999.999

KETENTUAN :

- DIPA Indukini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berdaku sebagai

dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. 4, Mehteriiketua .

JO0000C0000G00O00GOGN

AAAMABAARARA [22]
NIP,  [23]

X000, 000000 2XXX [20]
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DIPA Induk Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1] piGirat stamp 7]
NOMOCR : DIPA - aaa.bb-cf2XXX [1b]
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
A, IDENTITAS UMNIT @
1. KEMBNTERIAN NEGARA/EMBAGA Do) Mama KL [2]
2. UNIT CRGANISASI () Mama Unit Eselon 1 [3]
3. PAGU 1 Rp.999.999.999 [4]
rion
B. RIMNCIAN ALOKAST ANGEARAN PER SATKER ¢ A
rall N\ (Ribuen Rupisn)
KP JERIS BELAMIA
5 PAGI/TARGET
MNO| KODE PROGRAM/PROVINSL/SATKER/SIUMEER DANA _m_u._M PEGAWAI BARANG MODAL BARTUARN SOSTAL PEMDAPATAN [11] TERCATAT [12]
LB 51 5 53 52
1 2 4 3 & 7 8 S=5+464748 10
1 xx [PROGRAM 1/ 2/ 3 [5] 999,999.999 999,999,999 999,999.999 999,999,999 999,999,999 999,999,999
*x  [PROVINGI 1 [6] =] 999,999,999 909,999,999 999,999,990 999,900 999 999,099.999 999,999,999
woooor [uralian nama Satker [7] KP 999,000,999 999,999,999 999,000,990 905,909,993 999,000,099 D09, 090, 990
wxxRM [8] 999,999,999 299.9992.999 999,992,999 999,999,999 999.999.929
xxPLIM 999,999,995 999,999,999 999,992,999 999,999,999 999.999.999
woifdst 299,999,999 299,999,999 299,992,999 999,999,999 999.999.999
Target pendapatan 999,009,999
xx  |PROVINGT 2 999,099,999 999,999,999 999,099.990 999,909,999 999,999.999 999,999,999
soetee: Juralan nama Satker KP 999.999.999 9099.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 099.999.999
s RN 999,999,999 999.9992.999 999,992,999 999,999,999 2999.992.929
xx[PLIM 999,999,995 999.999.99% 999,992,999 999,999,999 999 .999.999
wxfdst 999,999,999 999.999.999 999.992.999 999,999,999 2999.2992.999
Target pendapatan 999,000,999
TOTAL 999,999.999 999,999,999 999,999.990 999,999,999 999,999.999 999,999,999
xRN 999,999,999 299,999,999 999,992,999 999,999,299 299.999.929
e PLIN 999,999,999 299,999,999 299,999,999 999,999,999 2999,999.929
xxfdst 999,999,995 999.999.999 929,992,999 999,993,999 939 .99%.999
Target pendapatan 999,000,099
KETENTUAN @ MO0, MOCOOO00C 23000 [13]

- DIPA i dituarngkan lebih lamjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud
berlaku sebagai dokumen pelaksaraan kegiatan Satker,

an. Menterifetua ...
WACOOCOOOCOOONGO0C0 [14]

ARLAAAANLAAAA, [15]

MIP. [1&]
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DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
TAHUN ANGGARAN 2XXX [15]
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

[12]

A

B

IDENTITAS UNIT
HEMENTERIAN NEGARAS LEMBAG
UNIT ORGANISASI

1
2
3

PAGU

poot) Nama kL [2]
{xoc) Nama Unit Es

Fp.999.999 999

alon | [3]

4]

RENCANA PENAR IKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER :

(6]

pelaksanaan kegiatan Satker

an Menteriietua

X0 XX

SAABABAABAALD]

NP, 1]

[9]

f 1 (Ribuan Rupiah}
REMNCANA PENARIKAN/FEMBAYARAN
NO| KODE URAIAN PROGRAM PAGU [7]
JANUAR| FEBRUAR| MARET APRIL MEI JUNI Jual AGUSTUS SEPTEMBER OKTOEER NOVEMBER | DESEMBER
1 woe  Juraian Frogram 1 [5]
Rencana Fenarikan Dana 999.950999) 999.999.999] 999999.599] 099999995 999.999.899] 999.999.995) 999.959999] 999.999.999] 999999999 999980999 999.999.999) 999.959.999 999.999 999
Patkiraan/Target Pendapatan 9995999999 9599.999.999| 999999.999) 999999995) 999.995.999] 8959999999 599.999939) 999.999.999) 9998999.999] 8999.5999993| 999.999.999) 9999593999 999,999 999
2 woo  Juraian Program 2
Rencana Fenarikan Dana 999.990999) 999999999 999999.599] 099.9999099] 992.5999.899 999.999.993) 999.9995999] 599.999.999] 999999999 999999999| 999.999.999) 999.959.999 999,999 999
PerkiraanTarget Pendapatan 9995935993] 9593.8935953| 5895995.5938) 595539935] 9583.8995.333] 185999593.933] 598.939939] 599.993593) 993893.535] S8599.5935989| 59533.999.59593) 995 59593859 999,999 999
& woo [uraian Program 3
Rencana Fenarikan Dana 99959999931 999.999.999] 999.999.999) 9999999951 999.999.999] 8959959.999] 5999.999959) 999.999.999) 99989999959] 8999.999.993] 95999995991 999 5599939 999.999.999
Perkiraan/Target Pendapatan 999559535] 5999.899.999| 959993.599] 599.999955] 955.593.533| 999999935 993.559533] 5999.939.999] 9999595.995| 999559533 59995999.933) 993855993 999,999 999
4 woc furaian Program 4
Rencana Fenarikan Dana 999.59995983] 9593.39358593| 5995995.5938) 9955995935] 9583.995.533] 859.9593.993] 598.939939] 989.995.593) 993899.595] 8995935959 559.933.593) 995.5593.535) 999.999 999
Petkiraan/Target Pendapatan 9955595999] 999.399.999| 959953.539] 599.9995585] 955.593.333| 999999995 995.559533] 5939.939.939] 999995.995| 9995395933 5933595993) 999555993 999,999 999
TOTAL RECANA PENARIKAN 99959999931 999.999999| 999.999.5999) 9995999951 0999995599 8999.999.999] 95999.999999] 9995.999.999) 99989999959] 8999.959999| 99999995991 999 .59599.999) 999.999.999
TOTAL TARGET PENDAPAT AN 9995595933] 999.995.999| 995953.599] 599.9995595] 955.5953.333) 999999995 993.959533] 5989.939.999] 999.9595.995| 9935395933 999.999.993) 999559993 999.999 999
KETENTUAN :
- DIP& ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIFA Petkan dan DIPA Petiken dimaksud berlaku sebagai dokumen DRI, RIAI IR XA [8]
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DIPA Petikan Halaman [A. Informasi Kinerja

Kementerian Megarallembaga  : (X0
Unit Organisasi (XX
Provinsi (XX
Kode/Mama Satker + (HOGO0G

Informesi BLU :
1. Status BLU
2. Besaran Persentase Ambang Batas

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2X3CC [1b]
IA. INFORMASI KINERJA

XHOOOOOCOGOOOOCCOOOOOCCOO0OCOONX [2]
XHOOCOGGOGOOCOOOOCOO0OCOCNX [3]
FHOOCOGKGOGOOGOROOOCGOOOOCOCK [4]
XHOOCOGCGOGOOCOOOOCOO0OCO0NX [5]

Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pangeluaran
Pajabat Penandatangan SPM

3. Saldo Awal Kas BLU
4. Saldo Akhir Kas BLU

: (Penuh)i{Bertahap) [8] dangan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx% [10]
2t % [11] dar PNBP

DIGITALSTAMP =8l

1 000000000C000000eoNecnconea: [6]
1 000000000000000000000000000t [7]
1 3000000000000000N00 0K 00K00L [8]

- Rp 999.908.964 [17]
: Rp 999.098.969 [13]

Halaman : | A [14]

1. Fungsi [15] b 4
Sub Fungsi [17] .A T 000K
Sub Fungsi o
Fungsi e &
Sub Fungsi v $ 0 4
Sub Fungsi 100K

2. Program 100000

Hasil {Outcome)

H00O0CCOC0O00000O0CCONCC00NCO00NC0CCONCC0O0RNCCOCCOC00O0COCCON0CO00O0CNNCCO0N0N
J0CO0COO0000CO00C00CO00C000C000000CC0N000NCCOCCOC0OCCCO0COCCONCCO0NC00000C0000(
OSSR ERE IS ERIEEEEIEEEEIISEEIGEESEEEEEEEEESEEO L EEOEERTIIEEEIEOEEE S T4

OSSR ERE IS ERIEEEEIEEEEIISEEIGEESEEEEEEEEESEEO L EEOEERTIIEEEIEOEEE S T4
HCOC00O0CO0CO0CO00CO0CCO0NC0COCONCONCC0NNCOCCOOCOCCRN0COCCODCCN0CCOLCODNNE0N0N
HH0000COO00O00O00O0CCO00CO0N000000CCON000N0CNCCOCO000N0CO0CO000O00O00H00CC0000(

H0000CCO0CO00O00C0CCO00C00000000CC0N000N00NCCNCO000O0COCCO00CO00O0CH00CCO0N00(

IKU Program H0000000000000000000000000N00N00N00NCC0NCDNCCN0C0000N0000000C0N00000N00N00000N. [22]
X0000000000000N0000000000D0CR00N00N0NC00000N0CN000C00N00N00N000000000000C00000N
Kegiatan oo [23] H000000N0C0000N000000000N0NN000DDNCDN0000NOCH0NC0oN0C0on.  [24]
Indikator Kinerja Kegiatan @ 1. 2000000000000000000000000000000000000000000000000000NE0000N000NODN0DN0000
2. 0000000000000000000N00N000000N000000000N00N000N00N000H00N00N000N00N0MN00NN VEB

Keluaran (Gutput)
[27] A

DL 0000000 I00000000000000N00CN00N000000000N000000000N0NNN0N
T2, 0000000 000000C0000000N0CCNO0N0000000000N00U0000D0N00NN000
T3 0000000 I000000000000000000N00N0000000000000000000N00NN0N

999,999.98 0000
999,999.99 0000
999,999.98 0000

v_mg [24] .A

v 130]

Rp. 998.999.999.899.999.958  [16]
Rp. 999.999.999.999.993.999 18]
Rp. 998.999,999,899,993,992

Rp. 999.999.999.899.933.999

Rp. 999.999.999.999.999,929 [20]

Rp. 999.999.999,899.999,929 [25]

v 1]

Rp. 998.999.999.899.959.998

X00000000, XX X000DRn00000aaod oo [32]

an ..

.
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DIPA Petikan Halaman IB. Sumber Dana

Kementerian Negara /Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]
NOMOR : DIPA-aaabb.c.dddddd/2XXX [1b]
| B. SUMBER DANA

KRR COKKKAXKKKKK [2])

DIGITALSTAMP [40]

Halaman ; [Bxx [8]

| (XXX)
Unit Organisasi (XX FOCKI AR AK [3]
Provinsi (XX FOCOC AKX [4]
Kode/Nama Satker OO ROOOCOCOOOOSOOOOOCOOOOCICNX [5]
Pagu
1. Anggaran Tahun 20XX :Rp. 999999999999999 [7] Ket: a.Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing  : Kode Mata Uang [14]
1. Rupiah Murni :Rp. 999999999899999 [8] {2) RPLN : Kode Mata Uang [17]
2. PNBP : Rp. 999999999999999 [9] b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing  : Kode Mata Uang [20]
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri . Rp. 999999999999999 [10] (2) RHLN : Kode Mata Uang [23]
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri :Rp. 999999999999999 [11] ¢. Pinjaman Dalam Negeri DR
5. Hibah Langsung :Rp. 999999999999999 [12] d. Hibah Dalam Negeri DR
6. SBSN PBS :Rp. 999999999999999 [13] e. Hibah Luar Negeri Langsung DR
f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR
2. Rincian Pinjaman/Hibah :
{dalam ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH Pagu
No. NPP/H per Tahun Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN
Ne. No.Register i CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING

1. Pinjaman Luar Negeri

2. Hibah Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
3. Pinjaman Dalam Negeri 2) Ekuivalen USD 2y PL
4. Hibah Dalarm Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4y LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp Rp.LN Loc Cost
1 2 3 4 5 6 7 § 9 10
Ba 3] [32] (33 [34] (35 [36] [57] [38] (9]

NPPMH : MNaskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

8998999999999 [15]
8988999999999 [18]
8988999999999 [21]
9998999999999 [24]
9988999999999 [26]
8998999999999 [27]
999999999999 [28]
999999999999 [24]

Ekuivalen Rupiah

Rp. 999999999999999 [186]
Rp. 999999999999999 [19]
Rp. 999999999999999 [22]
Rp. 999999999999999 [25]
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DIPA Petikan Halaman II. Rincian Pengeluaran

DAFTAR IGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [18]
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddcdddizXXX [1b] DIGITAL STAMP s
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
Kementerian Negara/Lembaga  : (XXX} YOGV 12
Unit Organisasi (XX RGCOCCOCAOCAAOAAOANAAAOGXX 13
Provinsi (XX XCCOGCOGOOCAAOCROACNAX [4]
Kode/Nama Satker F (OO XCOAGAOGAOKXXAACOACCX 18]
Kewenangan (X5 CAAONAOGAAAXAVRNXX [6] Halaman : 1l [7]
BELANJA
i 3 JUMLAH LOKASI/ | Cara Penarikan/
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana SFLURUK KPPN Regster
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL LAIN-LAIN
[51] (52 (53] [57] (58]
1 2 3 4 5 B 7 8 8 10
YK [8] XX0O000O00O0OOVCIOCO0XK (9] 9,999,999,999 9,999,999,999 9,998,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999
XXXXKXX[10] XXOX00CO00C00OCOOCOCONN [11] 9,999,999,998 9,999,999,999 9,998,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999
XXXK[12] XXOOKC00COOOCOOKX KKK [13] 9,999,999,898 9,989,999,999 9,9989,999,999 9,989,999,999 9,999,999,999 9,999,998,999 | XXXX
[14]
KXOOLXXK 18] XX00C0CCO00000OCCO0CO0CO0CN [18] 999,999,999,999 999,099,999, 999 999,999,999,999 999,999,999,999 499,999,099,999 999,999,999,999
XX[17] XXHOOQOOOUXXXXXX 18] §99,099,999,999 999,099,900,999 §99,999,999,999 999,099,999,009 099 999,999 999 999,999,999,999 | XX [19] | XX XOO00XXX
. —
— 20] 21
[22)
23]
JUMLAH 9,993,999,999 | 9,999,999,999 9,999,999,696 | 9,999,999,009 9,999,999,099 9,999,899,999

(28]
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DIPA Petikan Halaman IIl. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20X [1a]

NOMOR ; DIPA- aaz.bb.c.dddddd/2X3X [1b]
|. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

[15]

Kementerian Negara/Lembaga (XXX} IR RO R R X R R R DR XX R R R R R R OROR X OROX R OR RO [

Unit Organisasi XXy KRR IR IR KRR R IH KR KR KKK KKK KX, [3]

Provinsi (XX) FOCKKHORAR IR IR IRIKHOKI KKK KKK KX [4]

Kode/Nama Satker (ORI KRR KKK KKK KKK KKK KKK KKK KK [B] Halaman : llLxoc [6]

{ dalam ribuan rupiah )
NG| KODE URAIAN SATKER AN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN el
Januari Pebruar Waret Juni Juli Agustus September Oktoher Nopenher Desember
1 2 3 4 & B ] 10 11 12 13 14 i 16

1. ] froooood  |oocoocoocoooonocnon [7)
Rencana Penarikan Dana 999,993,939 | 999.899.999 | £99.999.999 | 999.999.999 | 989.999.999 | 999.990.899 | 0999.999.009 | $99,990.099 | 998.998.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.993.889 | 699.999.999
51 Belanja Pegawai 999.998.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.995 | 989.999.999 | 999.990.999 | 099.999.009 | 989.950.599 | 998.995.989 | 969.999.999 | 999.990.959 | 995.994.549 | 899.999.999
52 Belanja Barang 999,993,999 | 999.999.999 | £99.999.999 | 999.999.999 | 999.999,999 | 999.899.999 | 999.999.999 | ©99,999.999 | 998.998.999 | 999,999,999 | 999.999.989 | 999993999 | 999.999,999
53 Belanja Modal 993,993,939 | 999.999.999 | £99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.899.899 | 099.999.909 | 999,990,999 | 999.998.909 | 999.999.999 | 999.990.993 | 998.993.989 | 999.999.999
57 Belanja Bantuan Sosial 999.998.939 | 999.990.900 | $99.999.999 | 990.990.093 | 989.980.999 | 999.990.999 | 099.999.000 | 969.950.609 | 998.996.009 | 000.580.900 | 990.900.999 | 998.998.689 | 999.909.999

nox Poeccoecocoooecneonoc [8] 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.99% | 989.999.999 | 999.990.999 | 999.999.909 | 999.950.899 | 998.998.989 | 969.999.999 | 999.999.999 | 999.999.539 | 999.999.999
51 Belanja Pegawai 999,998,939 | 999.990.909 | $99.999.999 | 999.999.00% | 969.960.999 | 999.990.999 | 099.999.909 | 969.950.599 | 998.996.009 | 909.559.900 | 990.900.999 | 994.993.589 | 999.999.999
52 Belanja Barang 999,998,999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 969.989.99% | 999.990.999 | 999.999.009 | 969.950.599 | 996.996.009 | 969.959.990 | 999.990.939 | 999.998.58% | 999.999.999
53 Belanja Modal 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.999 | 989.999.999 | 999.990.999 | 999.999.909 | 999.950.999 | 996.996.999 | 989.959.999 | 999.999.989 | 999.999.599 | 999.999.999
57 Belanja Bantuan Sosial 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.993 | 969.999.999 | 999.990.999 | 999.999.909 | 909.950.599 | 998.996.989 | 909.999.999 | 999.990.999 | 999.999.599 | 999.999.999
N—
@
Perkiraan Penerimaan 999.998.999 | 999.999.999 | £99.999.999 | 999.999.999 | 989.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.9809.999 | 998.998.999 | 999.999.999 | 999.999.989 | 999.999.899 | 999.999.999
- Pempajakan 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.99% | 989.969.999 | 999.999.999 | 999.999.009 | 999.950.599 | 998.996.909 | 969.999.999 | 999.999.999 | 999.999.539 | 999.999.999
- Bea Cukal 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.993 | 989.999.999 | 999.990.999 | 999.999.009 | 989.950.599 | 998.996.009 | 909.999.990 | 999.909.999 | 999.999.589 | 999.999.999
- PNBP 999.998.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.989.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 998.998.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.89% | 999.999.999
- Hibah 999.998.999 | 999.999.999 | §99.999.999 | 999.999.995 | 989.999.999 | 999.990.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 998.998.999 | 9899.999.999 | 999.999.989 | 999.999.999 | 999.999.999
- Penerimaan Pembiayaan 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.99% | 969.999.999 | 999.990.999 | 999.999.909 | 999.950.999 | 998.998.909 | 969.999.999 | 999.999.999 | 999.999.539 | 999.999.999
f"'l’
[10]

HOOROOHO0E, XA IOC00G00O00000CCn0 [11]
14

B= H L A

[13]
114
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DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan untuk DIPA BLU

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN —— -
LS 14
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : DIPA- aaa.bb c.dddddd/2XXX (1b)
Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
Kementerian Negara/Lembaga KX AR AOCRKKK (2)
Unit Orgarisasi (X XOCOCOCOCCOOCCCOOOCOCCOCOOXX (3)
Provinsi (XX HOOCOCOCOCOCOOCOCOOOCOCCOCOOXK 14)
Kode/Nama Satker RCOO) . XX000COOCOOCOCCOOOOCOOOCCOOX(5) Helgmen ; llxec (6}
{ dalar ribuan rupiah §
NO| KODEMNAMA SATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Sl
PENGELUARAN Januari Maret April Mei Juni Juli Agustus Septernber Okiober Napember | Deserber
1 1 3 4 5 & 7 g § 10 11 12 13 14
1] (399999) xomxoooeoooneo (7)
Penzrikan Dena - APBN 998.999.999 | 330.983.99% | 0909.309.89% | 990.999.999 | 999.909.500 | 399.599.539 | 999.999.09% | $99.530.398 | 899.999.99% | 993.999.999 | 999.999.099 | 999.308.30% | 999.99%.39%
- Belanja Pegawai (51) 999.999.099 | 390.989.99% | 009.909.999 | 990.90%.999 | 999.900.500 | 999,909,539 | 999.959.09 | 900.890.908 | 989.909.99% | 982.998.999 | 996.990.099 | U89.908.90% | 990.99%.90%
- Belanja Barang (52 993.999.999 | 999.999.999 | 999999899 | 999.599.999 | 999.599.59% | 999.559.599 | 999.999.955 | 599.559.999 | 599.999.995 | 992.098.999 | 995.999.999 | Y89.909.58% | 999.99%.938%
- Belanja Modal (53) 999.999.999 | 399.983.99% | 999.399.899 | 999.59%.999 | 999.595.509 | 999.599.533 | 999.999.95% | 999.890.95% | 599.939.99% | 952.995.999 | 999.999.999 | 999.903.58% | 999.99%.38%
h S
(8)
Perkiraan/Target Penerimaan 998.999.999 | 999.953.99% | 999.999.599 | 999.50%.999 | 999.595.59% | 999.599.589 | 999.999.95% | 999.999.999 | 599.999.99% | 952098999 | 995.999.999 | U99.909.98% | 999.99%.98%
-PNBP 999.999.999 | 399.999.99% | 999.599.89% | 999.509.999 | 999.595.509 | 999.599.533 | 999.999.99% | $99.953.959 | 999.999.99% | 952.995.999 | 939.999.999 | 999.998.38% | 999.99%.98%
- yang disedor OO0} 992.999.999 | 398.999.999 | 009.809.99% | 990.909.999 | 999.900.500 | 999.999.53% | 999.959.995 | 999.550.998 | 999.939.99% | 992.999.999 | 996.999.999 | 989.908.98% | 999.993.99%
- yang digunaken langsung (OCXXX) 998.099.099 | 390.983.90% | 909.809.909 | 998.99%.999 | 999.908.508 | 999909 539 | 999.939.99% | 998.890.95% | 949.999.99% | 482995909 | 936.090.099 | 989.908.59% | 999.99% 908
— s —_
o)

HO00OH00CK, X0 J00000000000000 000 (10]

R —— {11

(12
(13
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DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR ; DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX [1b]
V.CATATAN
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) FOOOOCOCORCACTACACOCO000CX [2]
Unit Organisasi (XX) FOUOOGOCOOCOOCCCORAOOXX [3]
Provinsi H{XX) DEISEIEEE004009.0.99099090990.04 [4]
Kode/Nama Satker - POCGKN) XXOOBOOCROOO0COAGOCOONNX [8] Halaman : V. [6]
{dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
00X [7]XIOCOOOOOOBO0000000CCIUONXX [6]
YOOLXX XX 18] OOOOOOO0OCGHBHONOOOOOCCONO000 [10]
YOO [11] POOOOOOOOOOOOOOOICOOOOOOOO [12]
X000 X0 [13] POSOOOO0000COIOOOCCOUUNOOOOK [14]
OOO000000COAONNNNOOCCCCONONON00NONNNNOUO [15]
OO0 [16] POOOOOOOOOCGHGHONOOOOOCCOBONN00000. [17]
OO0 18] POOOOOOOOO0000O0MOOUSOMOONN [18]
Y0000 [20] XO00000CANVOCCCOONNOOOOK [21]
XOO000GCIXCOUXNIOCCCOOUOOOOOCORK [22] Rp 909909999 [23]
XOOOOOBGIOVOOOICCCONUUOOOOCOOOUNK [24]

C0000C00K, XX X0000000000000001 0o [25]

= L e e

...................... (6]
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DIPA BUN Halaman II. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran untuk Pengelolaan Utang dan Pengelolaan Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : DIPA- aaa.bh c.dddddd/2XXX (1b)
II. RINGIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DIGITAL STAMP 2l

{RIBUAN RUPIAH)
Kementerian NegaralLembaga  : DO J000Q00OCCAAANAA0NN {2)
Unit Drganisasi L) OOGACOOO0OXKKNKKK (3)
Provinsi LX) JOOGOACOVOOOOKKKKI (4)
Kode/Nama Satker 000G 200AAAAANAANOCGCO0OK (5)
Kewenangan XX JO0OOQOOACAAAANNO0OX {8) Halaman : [l (7)
. [ Bunga Utang Cicilan Pokok Utang .
Kod Uraian SatkerKaaiatan Oufout Sumbar D Penerimaan Panbi Belanja Hibah JUMLAH  |LOKASKK]  Cara Panarkan/
e ralan Salarnegiatan Culput sumber Lana Hibah [43] SMAAYEAN | palom Negeri Luar Negeri Dalerm Neger Luar Negeri [56] SELURUH PFN Ragister
(71l 54 54 el )
1 2 i 4 5 8 7 8 4 10 14 12
H0000( (8) X000000000000000000000000000CC (8) 999,959,999 999,999,999 999,999,969 999,999,999 599,999999 999,939,999 999,999,999 999,999,939
0000000 (03 X000000000000000000000000000000L (1) 999,999,999 999,999,999 999,999,969 999,990,999 999,99999 999,999,999 999,999,999 999,999,989
000 (12) X00000000000CCO00000000CEC0000 [13) 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 | 000
(14)
000000 (15} X0000000000000CO00000000000C000C (1) 960,506,900 080,005 809 050,600,045 063,506 506 459,000,959 069,800,509 00,506 500 499,605,005
XUATY XO0G0B000000000CK (18] 990,506 598 399,95 835 359,600 895 99 506 59 939 896,559 969 899,569 96 506 598 999605 995 | J00((19) | 0 3000000
M o o @ e
Y
(22)
(23)
AN
fasilll N
JUHLAH 990990.000 | ooosmosmn|  ovooonsse|  omesmsm|  osomoswe|  oonseeses]|  owvsvemn|  soo0mesen

SOXCOOCKKNK, XX J0S0XKI0000K00K Xk (24
Femimpin PPA BUN

” (25
R -
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DIPA BUN Halaman II. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Penerusan Pinjaman

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX (1b)
II. RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DIGITAL STAMP (27

(RIBUAN RUPIAH)
Kementerian Negara/Lembaga  : (XXX} HAOCCOOCOACOCAOGAACCCCC (2)
Unit Crganisasi : (XX) b9 0.0.9.0.49.4.9.0.9.9.49.0.90.99 ¢ 415
Provinsi (XX) KOO0 (4)
Kode/Nama Satker (OGO XAACOAACOACACACGOCOOXC (5}
Kewenangan (XX FOOOCOGOGOOCOCOAGCAO00 (B} Halaman : llxx {7}
Investasi Pemerintah
Penerimaan Penerusan
Kode Uraian Satker/Kegiatan/Oulput /Sumber Dana Pembiayaan . | Penyertaan Modal PFinjaman SUMLAH LORASH o s Penarikan/ Register
71 Dalam Negeri Luar Negeri Negera 721 SELURUH KPPN
[72] 172] 7
[ 2 1 3 4 5 B 7 § g
XOOHK (3) SOOI (8) 009,960 909 009,909,999 $49,990,090 $40,990,900 009,999 590 899 999,999
JOOLXK XK (109 JOOGOGCROCOGGOOOOGHNCHOROOOO00NL {11) 999,999,999 999,999,999 $99,999,999 $99,999,999 999,999,098 $99,999,999
KX (12) SOOI (13) 909,599 909 009,909,909 449,990,990 $40,990,900 099,999 540 804,900,900 | 00K
{14)
SOOCLXXX (15) SOOOOGOOOOBBEOOOSON0EO0OOUNK (16) 999,999,999 999,999,939 999,990,959 909,900,909 999,909,090 999,009 999
XX (17) XRGKCOOOA0GO0K T {18) 999,999,999 959,999,959 959 999,959 504,999,999 959,999, 599 999,099,900 | 0019 | 00 000000K
N, o e
22)
{23)
L
~ g
JUMLAH 999,999,999 999,999,999 999,899,999 999,899,939 999,999,999 999 999,999

JCCEO00000K, 360 300000000000ec00t 000t (24)
Pemimpin PPA BUN
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DIPA BUN Halaman II. Rincian Pengeluaran untuk Pengelelaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20X (12) i e
MOMOR : DIPA- zaa bb.c.dddddd/20(K (1h}
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH}
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX} JO0C000C0COCCCOOCOCOCOCOOOGXK. (2)
Unit Crganisasi (00 KOOOCOCOCOCOCOCOCCCOCOEOCCK. (3)
Provinsi (XK PESEIN0I00989099.99989690.09.00 QU C)]
KodeMama Satker LRO000OC X000000CCOCOCOO00CCACOC0000XK (5)
Kewenangan L (XX) X000COCOCOCOCOCOCOOCOO000OK (8) Halaman : 11t (7)
Transfer ke Daersh dan Dana Desa
; i ; ; | DanaTransfer | Dana Kelstimewaan JUMLAH LOKASK | CaraPenarkan/
Kode Uraian SatkerProgram/Kegiatan/Output /Sumber Dana Dens Bagi Hasl Dana Alokasi | Dana Alokasi | Dana Otonomi ol g Diierah leliats SELURLH KPFN Register
Umum Khusus Khusus
Dana Desa Yogyakarta
1 2 3 4 5 5 7 8 ] 10 11
X000 (8) J0CCOCCOCCC0RL0L0OCH0COCRONNRCK (9) 999,999,999 399,999,599 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999
0000 (10) J0000C0COC0OCAOCOCLLCOCCOCR00H, (11) 999,999,999 399,999,599 999,999,099 999,399,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999
XOK(12) XO0000000000000000000000000000X (13) 999,999,999 209,999,999 909,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 | 0CXX
(14)
KOO0 (18) J00COCCOCACOO0AC00COCCOCR000COLK (16) 999,999 699 549 968 969 996 996 599 999,999 659 999 969 999 99,999 699 999,999 996
XE(17) 30000000000000000C (18) 099,999,999 499 98,969 094,000,099 590 890 899 596,899 090 999 990 899 999 099 096 | 20X (19) | 300 3000000
| | (20 @1
|
22)
@3 ]
| 1
JUMLAH 999,999,999 399,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999
3000000000, 3¢ 000000000000000C300% (24)
Pemimpin PPA BUN
[
HIP..... )
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DIPA BUN Halaman II Rincian Pengeluaran untuk DIPA Pengelolaan Subsidi, Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Pengelolaan Transaksi Khusus [27]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DIGITAL STAMP
TAHUN ANGGARAN 20X {1a)
NOMOR: DIPA- aga bb.c dddddd/2XXX (1b)
II. RINCIAN PENGELUARAN
{RIBUAN RUPIAH)
Kementerian NegaralLembaga - (3000 HOOOO0COCOCCOO0COCOCCOA0CAN. (2)
Unit Organisasi 0.0 KOOCCCOCCOOCCOOOCOCCOOOO0K. (3)
Provinsi X0 XOOCCCOCOCOCCO00CCCOCCOO0CH (4
Kede/Nama Satker OCOCGG) XOCO0OCCOCCOOOCOCCACOCOOCCCH.  (5)
Kewenangan (KX FoOOGCCOCCCCOOOCOCECOOKKK. (6) Halaman ; [lxc (7}
BELANJA
Kode Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana JUMLAH SELURUH rmwwm: omammmmmﬁma
PEGAWA| BARANG MODAL SUBSIDI mm/w._m.ﬁ.z LAIN-LAIN
[51] [52] [53] [55] 571 [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11
OO (8) OSO00CCOO0CHONOCORBOCNNTHNN. (8) 999,999,989 999,999,999 999,990,999 [ 999,995,999 999,999,999 | 999,999,999 999,999,999
XXX XX (10) XXO0000000000COUONNUCUNN (1) 999,999,399 999,999,999 999,999,999 | 999,993,999 999,999,999 | 999,999,999 999,999,999
XXXX (12) XOOOOOOOO00OUUOU UK RUOXNK (13) 999,999,999 999,999,999 999,990,999 | 999,995,999 999,999,999 | 999,999,999 999,999,999 [ XX XX
(14)
XXKAXKK (15) XXOOOCOOOOCONUONXXXXRK (16 993,998,939 599,999,099 993,995,999 | 994 993,998 995,999,999 | 995599,999 993,998,999
XX(17) XGCOCCICOOCOH0GH (18) 993,999,959 993,993,099 993,993,999 | 999 993,899 993,999,993 | 993,993,999 993,999,999 | XXX (18] | XX XXXOOMKX
S iy (20) 121)
—~—
(22)
(23)
.
e ™
JUMLAH 999,393,999 | 999,999,999 993,399,999 | 999,999,809 | 999,999,999 999,999,993 | 999,999,999

HCCOOO00G(, 100 XCOGOCHO000000N 100 (24)
Pamimpin PPA BUN

28]
MP. o (26)
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DIPA BUN Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DIGITAL STAMP [14]
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX {1a)
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX (b}
. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

39

Kementerian Negara/Lembaga 1 0K RGOV (2}

Unit Organisasi e HIHIIHHEHFIRHHIRICHHH KX IIIKIIIHKKIK ()

Provinsi el KHRHIIIHHIRHHIIIIIH KX RIIKIIIIKAFK (1)
Kode/Nama Satker - POOO0OC) 00O (5) Halaman : llxx (8]
{ dalam ribuan rupiah

NG| KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN PENGELUARANPERKIRAAN PENERIMAAN Jumiah
Januari Pebruar Maret April Mei Juni Agustus September Oktober MNopember Dessmber
1 2 3 4 5 8 7 8 9 11 12 13 14 15 18
1] (evostd [xxeossooeootosooss (7)
Rentana Penarikan Dana 999.999.909 | 999.990.99% | 9090.999.099 | 999.809.999 | 999.999.990 | 999.999.999 | 999.090.999 | 999.990.999 | 0999.999.992 | 999.900.999 | 999.900.992 | 992.990.099 | 099.099.999
51 Belanja Pegawai 090,092,009 | 000000003 | 000.000900 | 0999099000 | 530090090 | 000,000,000 ( 000,090,000 | 0990003000 | 000000992 | 000.000.003 | 000009000 | 992930000 | 000.000.000
52 Belanja Barang 992,990,000 | 900,000,000 | 990,990.099 | 909,000,900 | 999.999,999 | 099.999.999 | 009,000,800 | 009,090,999 | 090,990.999 | 999.952.999 | 009,900,009 | 099,990,200 | 000,000,000
53 Belanja Modal 000,000,000 | 000000000 | 000000000 | 099000003 | 530000090 | 000,000,000 ( 000.000.000 | 090000000 | 000000990 | 000000000 | 000000000 | 990900000 | 000000000
54 Belanja Kewajiban tang 999.999.909 | 999,090,999 | 090999099 | 999,999,999 | 932.999.990 | 999.990,999 ( 099.090.999 | 0999999999 | 999999992 | 999.950.999 | 0999900992 | 092990999 | 599.090.999
58 Belanja Hibah 999,999,000 | 000,000,900 | 000000000 | 090,000,000 | 030,990.090 | 000,000,000 ( 000,090,000 | 000,000,000 | 000980503 | 909,000,000 | 000,000,000 | 092,900,090 | 009,000,000
57 Belanja Bantuan Sosial 999,999,009 | 000,000,990 | 000,099,900 | 909,000,000 | 539,990,990 | 099,990,909 ( 099,990,900 | 090,990,000 | 090,990.993 | 999,900,909 | 090,900,900 | 092,990,099 | 599,000,009
58 Belanja Lain - Lain 000,000,000 | 000000003 | 000.000900 | 090000000 | 530000990 | 000,000,000 ( 000.000,000 | 090000000 | 000000992 | 000000.000 | 000009000 | 990930000 | 000000000
X oosonestontoneocs (8) 999,999,909 | 090,000,900 | 000,999,900 | 999,000,009 | 539,999,990 | 999,290,909 ( 099,990,090 | 099,990,000 | 099,990.992 | 999,900,999 | 090,900,900 | 092,990,999 | 099,900,000
51 Belanja Pegawal 0090.000.009 | 000000000 | 000.000900 | 092000000 | 530000990 | 000.000.000 ( 000090000 | 099000000 | 000000993 | 000000.000 | 000009000 | 990930000 | 000000000
52 Belanja Barang 000,099,009 | 000000003 | 000.000900 | 093.099.000 | 930000090 | 009,000,000 ( 000.090,000 | 299000000 | 090900992 | 000.000.003 | 000009000 | 990930000 | 009000000
53 Belanja Modal 999.999.009 | 000000903 | 000000900 | 999.099.000 | 539990990 | 900,000,990 ( 099,090,000 | 090095900 | 090990992 | 999050000 | 099909000 | 092990099 | 599000000
54 Belanja Kewajiban tang 999,999,009 | 000,000,000 | 000,999,900 | 909,000,000 | 939,999,990 | 099,990,909 ( 099,990,990 | 099,995,000 | 0990,990.993 | 999,000,999 | 090,000,900 | 092,990,099 | 599,000,009
58 Belanja Hibah 999.999.009 | 099,090,993 | 099.999999 | 999,909,999 | 939.999.990 | 999.999.999 ( 099.090.099 | 0999990999 | 0999999992 | 999.950.999 | 0999900900 | 092999.099 | 099.009.099
57 Belanja Bantuan Sosial 000.002.009 | 000000003 | 000.000900 | 099000000 | 930000990 | 000,000,000 ( 000,090,000 | 099003000 | 000900992 | 000000003 | 000009000 | 992030000 | 509.000.000
58 Belanja Lain - Lain 999.999.009 | 0099000903 | 900.000900 | 999999000 | 932990090 | 000,000,900 ( 099.090.000 | 099095000 | 000990992 | 909050000 | 000909000 | 999990099 | 099000009
N
9
Perkiraan Penerimaan 000.000.000 | 000000000 | 000.000900 | 092000000 | 530900090 | 000,000,000 ( 900.000.000 | 099000000 | 000900992 | 000000.000 | 000009000 | 990900000 | 000000000
- Perpajakan 999.999.009 | 999990923 | 099999990 | 999999999 | 939.992.990 | 999.999.999 ( 099.090.999 | 0999999999 | 0999090993 | 999.909.999 | 0999999900 | 092.999.099 | 599,099.999
- Bea Cukai 999.999.009 | 000000900 | 000.000900 | 999.000.000 | 039990090 | 000,000,000 ( 099.090.000 | 0999090000 | 000990992 | 909000000 | 000009000 | 0920990099 | 099000000
- PNEP 999,999,900 | 000,000,990 | 000,999,900 | 909,000,000 | 939,999,990 | 099,200,000 ( 099,990,090 | 000,990,000 | 0990,000.992 | 999,900,999 | 090,000,900 | 092,990,099 | 599,000,000
- Hikah 000,000,000 | 000000000 | 000.000000 | 099000000 | 530000090 | 000,000,000 ( 000.090.000 | 0990000000 | 000900990 | 000000.000 | 000009000 | 990900000 | 000.000.000
- Penerimaan Pembiayaan 000,000,000 | 000,000,000 | 000.000000 | 099000000 | 530000090 | 000,000,000 ( 000000000 | 090000000 | 000000990 | 000000000 | 000000000 | 990000000 | 000000000
fo S
(16}

2000000000, XX 20000000000000000 00t (11)
Pamimpin PPA BUN

1z
NIF [13)




DIPA BUN Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan khusus untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX (13)
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c. dddddd/2XXX (1b)
RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP (1]

40

Kementerian Negara/Lembaga b eed KCGCQCOOOCOOOCOCOOCCCCCACOO0L0 (2)

Unit Crganisasi L (XX) LS EEEEEE RIS EEGEEEEEEEE LS EIR))

Provinsi L {XX) RO (4)

: KHOQGOCOCOCRCORCCCORCOCCACAONC0 ;
Kede/Nama Satker (KOG &) Haleman : 1L (8}
{dalam dbuan rupiah }
NG| KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN i
Januar Pebruar Maret Aprt Mel Juni I Agustus September Chkiober Nopember Desember
1 2 3 4 5 i 7 8 9 1 12 1 14 15 16
1] poccond pococcecsccoceceos (7)
61 Dana Bagi Hasll 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
52 Dana Alokas! Umum $99.899.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.599.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | $99.999.999 | 999.995.999 | 999.999.999 | 939.999.999
83 Dana Alokasi Khusus 599.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
54 Dana Ctsus 599.899.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
85 Dana Transfer Lainnya dan Dana Desa 599.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.998 | 999.998.999 | 999.999.999 | 999.999.999
86 Dana Keistimewaan IY 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
\lll\
———
(&
000 [xeooeccooceocenceces (9) 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
61 Dana Bagi Hasll 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 999.999.999
52 Dana Alokas! Umum 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999,999,999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.99% | 999.999.999
53 Dana Alokas! Khusus 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
54 Dana Ctsus 599.899.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | $99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
85 Dana Transfer Lainnya dan Dana Desa 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999
86 Dana Keistimewazan DIY 99,999,999 | 999.999.999 | 999.999.999 | ©99.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.995 | 999.999.959
f!l.ll
(10)
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0000000, 00 000000000000000¢ 1000x (11)
Pemimpin PPABUN
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DIPA BUN Halaman IV. Catatan [28]
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DA
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX (1h)
V.CATATAN
Kementerian Negara/lLembaga : (XXX) D000 00.06.6.4$.8.$.6.6.6.9.06$.66.6.9.6.0.664 (2)
Unit Crganisasi 1 (XX) XCCOCOOOGCCCCOCOOOOCEOCOOOK (3)
Provinsi (X0 XXX OXXHIKHHK (4)
Kode/Nama Satker T (OOKKK) OGO (5) Halaman : V.xx (6)
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
OO (71 OCOCOCOOOOCOCAO0N0CBOOCO0CCOOONXX (8)
OO0 (93 OCOCOO0CO0CO0CO0CO0COOCCOO0O00O0MX (1)
JO0OC (111 POCOCO00CO0C000O00000COOC00O00000M( {12)
20CCCCCL (13)PCOOCOOOCOOCOOCOO0COOCO0COOCOOCO0NX (14)
OOOOOO0C00C00C00C00CC0CCOC000000MX (15)
JO0OC {1B)POCCCO00CO0C000O00000CCOC000OC0000O{17)
SOCOLXIK (18} XOC0C000C00B00CONNOOBONCO0NN00ONNX (18)
JOOCOO{28) J00UCOCCOCCOOCOOCO0CCOCHOCHO0CO00C00C {21)
JOLCOSHO0C00000SO0CO00CO0CO00O000U000ON (22) Rp  899.989.999 (23)
200CCO0C00CCTC00C00CCOCCCORCCCOC00CCO0000 {24)

HOOOOCOCX, XX IOOOOCOCIOCOCONK XXX (25)
Pemimpin PPA BUN

(26)
@)
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DIPA BUN Halaman IV. Catatan untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DIGITAL STAMP [31]
TAHUN ANGGARAN 20X (1a)
NOMOR : DIPA- aza.bb.c.dddddd/ZXXX (1b)
[V.CATATAN
Kementerian Negara/Llembaga  : (XXX} KOG AXCOGCOGCOOOCO0X (2)
Unit Organisasi (XX KOO HHNAXHK 3)
Provinsi (XX OGO HNAXKK )
Kode/Nama Satker = OGO XO00KXXXXKOCOCCOOCRXKX (5) Halaman : IV.xx (8)
{dalam rbuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
XXXKXX (T XX000000000000000COONOOUOOUCOOCNOUX (8)
XK XXX (8| XIOCO X HXRHXRIKXRKRKXRKHRKHRKHK (10)
XXX {111 XX0CO00G00C0000COOONCO0000KK (12)
XOOX (13} X0000000000000OU0COOCOOCOOCOCOC (14) Rp  999.999.999 {15)
X0000( (18) - X00000000N00OUON0COOCOOCOOCOCONN (17) Rp  999.999.999 {18}
XXXX XXX (18} 0000000000000 O0ONOOOOKKXX, (20)
EESTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISII SIS L)
[XXXO00000X] (22) XOUROU0000000000KK {23) 000 (29)
XK (25) X000000000000000000C00C00C000000XK (26) Rp  999.999.999 {27)

JO0O00OCOCE, XX 3000000000000 00 (28)
Pemimpin PFA BUN
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A. TATA CARA PENGISIAN DIPA INDUK
1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA
Induk. Cara pengisian Lembar SP DIPA Induk sebagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
C : Revisi DIPA Induk ke-

2XXX ¢ Tahun Anggaran.

[2] | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.

[3] | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
mengenai APBN.

[4] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian
nama Kementerian Negara/Lembaga.

[S] | Berisikan kode Unit Eselon I diikuti dengan uraian nama Unit
Eselon 1.

[6] | Berisikan jumlah pagu Unit Organisasi.

[7] | Berisikan tempat dan tanggal penetapan Lembar SP DIPA Induk.

[8] | Berisikan nama jabatan penanda tangan Lembar SP DIPA Induk.

[9] | Berisikan nama penandatangan Lembar SP DIPA Induk.

[10] | Berisikan NIP penandatangan Lembar SP DIPA Induk.

[11] | Digital Stamp.
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2. PENGISIAN DIPA INDUK
a. DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program

Halaman ini berisikan informasi kinerja yang bersifat umum.

No. URAIAN

[1a] | BerisikanTahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

c : Revisi DIPA Induk ke-

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan kede Kementerian Negara/lLembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan kode Unit Eselon I dengan uraian Unit Eselon 1.

[4] | Berisikan jumlah pagu Unit Organisasi dengan angka dan huruf.

[5] | Berisikan kode Program, nama Program, dan Pagu Program.

[6] | Berisikan kode Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga,
uraian Sasaran Strategis, serta alokasi Pagu.

[7] | Berisikan kode Fungsi, uraian Fungsi, serta alokasi Pagu.

[8] | Berisikan kode Sub Fungsi, uraian Sub Fungsi, serta alokasi Pagu.

[9] | Berisikan kode Prioritas Nasional, Uraian Prioritas Nasional, serta
alokasi Pagu.

[10] | Berisikan alokasi pagu untuk Non Prioritas Nasional.

[11] | Berisikan kode Program dan nama Program.

[12] | Berisikan uraian Outcome.

[13] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program.

[14] | Berisikan uraian Kegiatan.

[15] | Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan.

[16] | Berisikan uraian Output.

[17] | Berisikan alokasi dana untuk Program, Kegiatan, dan Output.

[18] | Berisikan jumlah Volume serta satuan Output.

[19] | Berisikan kode Prioritas Nasional.

[20] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.

[21] | Berisikan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.

[22] | Berisikan nama penanda tangan DIPA Induk.

[23] | Berisikan NIP penanda tangan DIPA Induk.

[24] | Digital Stamp.
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b. DIPA Induk Halaman II. Rincian Alekasi Anggaran Per Satker

DIPA Induk Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja per
Provinsi berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker serta
target pendapatan, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga
maupun DIPA BUN.Halaman II Rincian Alckasi Anggaran Per Satker
untuk Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No. URATAN

[1a] | BerisikanTahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

C : Revisi DIPA Induk ke-

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/l.embaga

[3] | Berisikan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.

[4] | Berisikan Pagu Unit Organisasi.

[5] | Berisikan kode Program diikuti uraian nama Program.

[6] | Berisikan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.

[7] | Berisikan kode dan uraian nama Satker.

[8] | Berisikan kode sumber dana dan uraian sumber dana (01=RM,
02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN,
09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).

[9] | Berisikan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).

[10] | Berisikan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal
(93), bantuan sosial (57)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan
rupiah.

[11] | Berisikan total Pagu atau Target Pendapatan.

[12] | Berisikan total pagu yang tercatat per Program, per Provinsi, dan
per Satker.

[13] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.

[14] | Berisikan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.

[15] | Berisikan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16] | Berisikan NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17] | Digital Stamp.
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c. DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan.

DIPA Induk Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh
masing-masing Satker serta rencana penerimaan yang menjadi tanggung
jawab masing-masing Satker.

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

c : Revisi DIPA Induk ke-

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon L.

[4] | Berisikan Pagu Unit Organisasi.

[5] | Berisikan kode Program diikuti uraian nama Program.

[6] | Berisikan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
yang dirinci per bulan.

[7] | Berisikan Total Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan satu tahun.

[8] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.

[9] | Berisikan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk.

[10] | Berisikan nama penanda tangan DIPA Induk.
[11] | Berisikan NIP penanda tangan DIPA Induk.
[12] | Digital Stamp.
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B. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA
PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA
Petikan. Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan sebagai berikut:

Ne. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

c : Kode Dekonsentrasi

dddddd : Kode Satker

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.

[3] | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
mengenai APBN.

[4] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian
nama Kementerian Negara/lLembaga.

[2] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.

[6] | Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[7] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.

[8] | Berisikan status Satker BLU “Penuh atau Bertahap” sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus
untuk Satker BLU).

[9] | Berisikan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang dapat
digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya berisikan
jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).

[10] | Berisikan besaran persentase ambang batas.

Keterangan:

- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi
belanja yvang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU
sesuai ketentuan.

- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus
penuh.

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun
anggaran lalu.

[11] | Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.

[12] | Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.

[13] | Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.
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[14]

Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan
program diikuti dengan uraian program.

[15]

Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.

[16]

Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.

[17]

Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).

[18]

Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

[19]

Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.

[20]

Berisikan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan
Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).

[21]

Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/IHibah Luar Negeri.

[22]

Berisikan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.

[23]

Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.

[24]

Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.

[25]

Berisikan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.

[26]

Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.

[27]

Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung.

28]

Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.

[29]

Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.

[30]

Berisikan jumlah pagu SBSN.

[31]

Berisikan nama KPPN.

[32]

Berisikan kode KPPN.

[33]

Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.

[34]

Berisikantempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan.

[35]

Berisikan nama penandatangan SP DIPA Petikan.

[36]

Berisikan NIP penandatangan SP DIPA Petikan.

[37]

Digital Stamp.
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2. PENGISIAN DIPA PETIKAN
a. DIPA Petikan Halaman 1. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini Berisikan informasi yvang bersifat umum dan merupakan
rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu
provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA Berisikan sebagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran

[2] Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara /Lembaga.

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[5] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.

[©] Berisikan nama Kuasa Pengguna Anggaran.

[7] Berisikan nama Bendahara Pengeluaran.

[8] Berisikan nama Pejabat Penandatangan SPM.

[2] Informasi khusus Satker BLU (9 — 13):

Berisikan kode ‘1’ diikuti dengan kata ‘Penuh’ untuk Satker
BLU berstatus Penuh atau kode %2’ diikuti dengan kata
‘Bertahap’ untuk Satker BLU berstatus Bertahap.

[10] | Berisikan besaran persentase penggunaan PNBP BLU yang
dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Penetapan Satker yvang menerapkan PK
BLU (hanya berisikanjika status Satker adalah BLU Bertahap).

[11] | Berisikan besaran persentase ambang batas. Keterangan:

- Persentase ambang batas adalah besaran persentase
realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran
dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.

- Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus
penuh.

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus
tahun anggaran lalu.

[12] | Berisikan jumlah saldo awal kas BLU.
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[13]

Berisikan jumlah saldo akhir kas BLU.

[14]

Berisikan nomor urut halaman.

[15]

Berisikan kode dan uraian fungsi.

[16]

Berisikan jumlah uang untuk fungsi berkenaan.

[17]

Berisikan kode dan uraian sub fungsi.

[18]

Berisikan jumlah uang sub fungsi berkenaan.

[19]

Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi
dan program diikuti dengan uraian program.

[20]

Berisikan jumlah uang untuk program berkenaan.

[21]

Berisikan uraian hasil/ outcome program.

[22]

Berisikan uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU
Program).

[23]

Berisikan kode kegiatan.

[24]

Berisikan uraian kegiatan.

[25]

Berisikan jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.

[26]

Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

[27]

Berisikan xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode
output

[28]

Berisikan uraian output.

[29]

Berisikan jumlah volume outpudt.

[30]

Berisikan satuan output.

[31]

Berisikan jumlah uang untuk output berkenaan.

[32]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.

[33]

Berisikan jabatan penandatangan DIPA Petikan (PA/KPA).

[34]

Berisikan nama penandatangan DIPA Petikan.

[35]

Berisikan NIP penandatangan DIPA Petikan.

[36]

Digital Stamp.
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2) Halaman IB berisikan sebagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bh : Kode Unit Organisasi
C : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
XXX : Tahun Anggaran

2] Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/lLembaga.

[3] Berisikan keode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.

[3] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[G] Berisikan nomor urut halaman.

[7] Berisikan tahun anggaran dan jumlah pagu.

[8] Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni.
[9] Berisikan jumlah pagu PNBP.

[10] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[11] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.

[12] | Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.
[13] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS

[14] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk
valuta asing).

[15] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.

[16] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[17] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk
rupiah).

[18] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.

[19] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[20] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentuk valuta
asing).
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[21]

Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[22]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[23]

Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentuk rupiah).

[24]

Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing

[25]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu HibahlLuar Negeri
dalam mata uang asing.

[26]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.

[27]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.

[28]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri
Langsung.

[29]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri
Langsung.

[30]

Berisikan ncmeor urut.

[31]

Berisikan dengan kode:

1 untuk Pinjaman Luar Negeri;

2 untuk Hibah Luar Negeri;

3 untuk Pinjaman Dalam Negeri; dan

4 untuk Hibah Dalam Negeri.

[32]

Berisikan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor
NPP/H per tahun dan Nomor Register.

[33]

Berisikankode:

1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;
2) ekuivalen USD; dan

3) ekuivalen Rupiah.

[34]

Berisikan nominal pagu total pinjaman dan hibah
berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen
Rupiah.

[35]

Berisikan kode untuk cara penarikan :

1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan,
2) PL. untuk Pembayaran Langsung,

3) RK untuk Rekening Khusus,

4) LC untuk Letter of Credit, dan

3) - untuk Pengesahan Hibah Langsung

[36]

Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.
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[37] | Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk
PHLN dan PHDN.

[38] | Berisikan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri yang dirupiahkan.

erisikan pagu ana pendamping upi noen
39] | Berisik d d i Rupiah
proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.

[40] | Digital Stamp.
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b. DIPA Petikan Halaman II. Rincian Pengeluaran

DIPA Petikan Halaman Il berisi infermasi alokasi dana per jenis belanja
berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker, baik untuk
DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BUN. Halaman II
untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga Berisikan sebagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai

berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/l.embaga
bb : Kode Unit Organisasi
C : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran
[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3] | Berisikan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit
Organisasi.
[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6] | Berisikan kode kewenangan dan uraian kewenangan.
[7] Berisikan nomor urut halaman.

[8] Berisikan kode Satker.

[9] | Berisikan uraian Satker.

[10] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi
dan program.

[11] | Berisikan uraian program.

[12] | Berisikan kode kegiatan.

[13] | Berisikan uraian kegiatan.

[14] | Berisikan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode
kabupaten/kota.

[13] | Berisikan kode kegiatan dan kode output.

[16] | Berisikan uraian output.

[17] | Berisikan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP,
04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN,
10=HLD, 11=HLL).

[18] | Berisikan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN,
BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).

[19] | Berisikan kode kantor bayar (KPPN).
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[20] | Berisikan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).

[21] | Berisikan nomor register untuk PHLN.

[22] | Berisikan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52),
modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[23] | Berisikan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang
(92), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[24] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25] | Berisikan jabatan penandatangan DIPA Petikan (PA/KPA).

[26] | Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[27] | Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[28] | Digital Stamp.
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C.

DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh
masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana
penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan
pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

1. Halaman III untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga berisikan
sehagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
C : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6¢] | Berisikan nomor urut halaman.

[7] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker

(dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).

[8] Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.

[<] Berisikan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan
vang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[10] | Berisikan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan

yvang bersangkutan yang dirinei :

- Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen
Pajak);

- Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen
Bea dan Cukai);

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Penerimaan Hibah; dan

- Penerimaan Pembiayaan.

[11] | Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
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[12] | Berisikan nama jabatan penandatangan DIPA Petikan
(PA/KPA).

[13] | Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[14] | Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[13] | Digital Stamp.
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2. Halaman III untuk DIPA BLU berisikan sebagai berikut:

No.

URAIAN

[1a]

Berisikan Tahun Anggaran.

[1b]

Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai
berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

C : Kode Dekonsentrasi

dddddd : Kode Satker

2XXX : Tahun Anggaran

2]

Berisikan kode Kementerian Negara/lLembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

3]

Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4]

Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

5]

Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

6]

Berisikan nomor urut halaman.

[7]

Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

8]

Berisikan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan
yvang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[©]

Berisikan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan
yvang bersangkutan dan jumlah seluruhnya yang dirinci :

- Penerimaan PNBP yang disetor ke kas negara.
- Penerimaan PNBP yang digunakan langsung.

[10]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.

[11]

Berisikan nama jabatan penandatangan DIPA Petikan
(PA/KPA).

[12]

Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[13]

Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[14]

Digital Stamp.
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d. DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan
oleh Satker dalam melaksanakan DIPA. Halaman IV untuk seluruh
DIPA berisikan sebagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | BerisikanTahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai

berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kade Unit Organisasi

C : Kode Dekonsentrasi

dddddd : Kode Satker

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/l.embaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[5] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] | Berisikan nemeoer urut halaman.

[7] | Berisikan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan
memuat beberapa satker).

[8] | Berisikan uraian Satker.

[9] | Berisikan kode  Kementerian  Negara/Lembaga,  Unit
Organisasi dan program.

[10] | Berisikan uraian program.

[11] | Berisikan kode kegiatan.

[12] | Berisikan uraian kegiatan.

[13] | Berisikan kode kegiatan dan output.

[14] | Berisikan uraian output.

[13] | Berisikan Catatan output

[16] | Berisikan kode kegiatan.

[17] | Berisikan uraian kegiatan.

[18] | Berisikan kode kegiatan dan output.

[19] | Berisikan uraian output.

[20] | Berisikan kode akun diberi catatan/tunggakan.

[21] | Berisikan uraian akun diberi catatan/tunggakan.
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[22]

Berisikan keterangan.

[23]

Berisikan jumlah dana akun yang diberi catatan/tunggakan.

[24]

Berisikan catatan

- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau
- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

[25]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA Petikan.

[26]

Berisikan nama jabatan penandatangan DIPA Petikan
(PA/KPA).

[27]

Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[28]

Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.

[29]

Digital Stamp.
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C. TATA CARA PENGISIAN DIPA BUN
1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA BUN (SP DIPA BUN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA
BUN. Lembar SP DIPA BUN berisikan sebagai berikut:

No. URATAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

c : Kode Dekonsentrasi

dddddd : Kode Satker

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan Undang-Undang mengenai APBN.

[3] | Berisikan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
mengenai APBN.

[4] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian
nama Kementerian Negara/Lembaga.

[5] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.

[6] | Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[7] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.

[8] | Berisikan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap” sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus
untuk Satker BLU).

[9] | Berisikan persentase penggunaan langsung PNBP BLU vang dapat
digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya berisikan
jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).

[10] | Berisikan besaran persentase ambang batas.

Keterangan:

- Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi
belanja vang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU
sesuai ketentuan.

- Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus
penuh.

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun
anggaran lalu.

[11] | Berisikan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.

Khusus untuk DIPA Penerimaan Hibah berisikan jumlah perkiraan
penerimaan sebagaimana tercantum dalam halaman 11T DIPA BUN.

[12] | Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.
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[13]

Berisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.

[14]

Berisikan kode Kementerian Negara/lembaga, Unit Organisasi dan
program diikuti dengan uraian program.

[15]

Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.

[16]

Berisikan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.

[17]

Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).

[18]

Berisikan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

[19]

Berisikan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.

[20]

Berisikan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan
Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).

[21]

Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[22]

Berisikan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.

[23]

Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.

[24]

Berisikan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.

[25]

Berisikan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.

[26]

Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.

[27]

Berisikan jumlah total pagu Hibah Langsung.

[28]

Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.

[29]

Berisikan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.

[30]

Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.

[31]

Berisikan nama KPPN.

[32]

Berisikan kode KPPN.

[33]

Berisikan jumlah uang untuk KPPN terkait.

[34]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA BUN.

[35]

Berisikan nama penandatangan SP DIPA BUN.

[36]

Berisikan NIP penandatangan SP DIPA BUN.

[37]

Digital Stamp.
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2. PENGISIAN DIPA BUN
a. DIPA BUN Halaman I. Infermasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini berisi informasi yang bersifat umum dan merupakan
rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu
provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA berisi sebagai berikut:

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai
berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
C : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran

[2] Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[S] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.

[6] Berisikan nama Kuasa Pengguna Anggaran.

[7] Berisikan nama Bendahara Pengeluaran.

[8] Berisikan nama Pejabat Penandatangan SPM.

[©] Informasi khusus Satker BLU (9 - 13):

Berisikan kode ‘1’ diikuti dengan kata ‘Penuh’ untuk Satker
BLU berstatus ‘Penuh’ atau kode %2’ diikuti dengan kata
‘Bertahap’ untuk Satker BLU berstatus ‘Bertahap’.

[10] | Berisikan besaran persentase penggunaan PNBP BLU yang
dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK
BLU (hanyva berisikan jika status Satker adalah BLU
Bertahap).

[11] | Berisikan besaran persentase ambang batas.
Keterangan:

- Persentase ambang batas adalah besaran persentase
realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran
dalam DIPA BLU sesuai ketentuan.

- Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus
penuh.

- Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus
tahun anggaran lalu.
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[12]

Berisikan jumlah saldo awal kas BLU.

[13]

Berisikan jumlah saldo akhir kas BLU.

[1]

Berisikan nomor urut halaman.

[15]

Berisikan kode dan uraian fungsi.

[16]

Berisikan jumlah uang untuk fungsi berkenaan.

[17]

Berisikan kode dan uraian subfungsi.

[18]

Berisikan jumlah uang subfungsi berkenaan.

[19]

Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi
dan program diikuti dengan uraian program.

[20]

Berisikan jumlah uang untuk program berkenaan.

[21]

Berisikan uraian hasil/ outcome program.

[22]

Berisikan uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU
Program).

[23]

Berisikan kode kegiatan.

[24]

Berisikan uraian kegiatan.

[25]

Berisikan jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.

[26]

Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

[27]

Berisikan xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode
output

[28]

Berisikan uraian output.

[29]

Berisikan jumlah volume outpudt.

[30]

Berisikan satuan output.

[31]

Berisikan jumlah unang untuk output berkenaan.

[32]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA BUN.

[33]

Berisikan nama penandatangan DIPA BUN.

[34]

Berisikan NIP penandatangan DIPA BUN.

[35]
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2) Halaman IB berisi sebagai berikut:

777

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai
berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran

2] Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.

[3] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] Berisikan nomeor urut halaman.

[7] Berisikan tahun anggaran dan jumlah pagu.

[8] Berisikan jumlah pagu Rupiah Murni.

9] Berisikan jumlah pagu PNBP.

[10] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

[11] | Berisikan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.

[12] | Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.

[13] | Berisikan jumlah pagu SBSN PBS.

[14] | Berisikan koede mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk
valuta asing).

[153] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.

[16] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[17] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar
Negeri (untuk pinjaman LN yang diterima dalam bentuk
rupiah).

[18] | Berisikan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.

[19] | Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[20] | Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri (untuk hibah LN vang diterima dalam bentuk valuta
asing).

[21] | Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.




1777, No.2014

66

[22]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[23]

Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar
Negeri (untuk hibah LN yang diterima dalam bentulk rupiah).

[24]

Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[25]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri
dalam mata uang asing.

[26]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.

[27]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.

[28]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri
Langsung.

[29]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri
Langsung.

[30]

Berisikan nomor urut.

[31]

Berisikan dengan kode:

1 untuk Pinjaman Luar Negeri;

2 untuk Hibah Luar Negeri;

3 untuk Pinjaman Dalam Negeri; dan
4 untuk Hibah Dalam Negeri.

[32]

Berisikan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor
NPP/H per tahun dan Nomor Register.

[33]

Berisikan kode:

1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah,;
2) ekuivalen USD; dan

3) ekuivalen Rupiah.

[34]

Berisikan nominal pagu total pinjaman dan hibah
berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen
Rupiah.

[35]

Berisikan kode untuk cara penarikan :

1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan;
2) PL untuk Pembayaran Langsung;

3) RK untuk Rekening Khusus;

4) .C untuk Letter of Credit; dan

9) - untuk Pengesahan Hibah Langsung.

[36]

Berisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.

[37]

Berisikan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk
PHLN dan PHDN.

[38]

Berisikan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri yang dirupiahkan.

[39]

Berisikan pagu dana pendamping Rupiah non
proporsional /non sharing untuk PHLN dan PHDN.

[10]

Digital Stamp.
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b. DIPA BUN Halaman II. Rincian Pengeluaran

DIPA BUN Halaman Il berisi informasi alokasi dana per jenis belanja
berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker.

1) Halaman IT untuk Pengelolaan Belanja Utang dan Hibah (999.01 dan
999.02).

No. URAIAN

[la] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan
sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/lL.embaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran
[2] Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti
dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3] Berisikan dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit
Organisasi.
Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian
[4] provinsi.
[S] Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[O] Berisikan dengan kode dan uraian kewenangan.
[7] Berisikan dengan nomor urut halaman.

[8] Berisikan dengan kode Satker.

[9] Berisikan dengan uraian Satker.

[10] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit
Organisasi dan proegram.

[11] | Berisikan dengan uraian program.

[12] | Berisikan dengan kode kegiatan.

[13] | Berisikan dengan uraian kegiatan.

[14] | Berisikan dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua =
kode kabupaten/kota.

[15] | Berisikan dengan kode kegiatan dan kode output.

[16] | Berisikan dengan uraian output.

[17] | Berisikan dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN,
03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN,
09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).

[18] | Berisikan dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP,
PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HL.D, HLL).
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[19]

Berisikan dengan kode kantor bayar (KPPN).

[20]

Berisikan dengan cara penarikan (PP,PL,RK,L.C).

[21]

Berisikan dengan nomor register untuk PHLN.

[22]

1. untuk Pengelolaan Utang berisikan pagu bunga utang
dalam negeri dan luar negeri (54), cicilan pokok utang
dalam negeri dan luar negeri (72) serta penerimaan
pembiayaan (71) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan
rupiah.

2. untuk Pengelolaan Hibah berisikan penerimaan hibah (41)
dan belanja hibah (56) dan jumlah seluruhnya dalam
ribuan rupiah.

[23]

Berisikan dengan total pagu per jenis belanja (penerimaan
hibah (41), bunga utang; dalam negeri, luar negeri (94),
penerimaan pembiayaan (71), cicilan pokok utang; dalam
negeri, luar negeri (72), belanja hibah (56)) dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[24]

Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA Petikan.

[25]

Berisikan dengan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.

[26]

Berisikan dengan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.

[27]

Digital Stamp.
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2) Halaman II untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Penerusan
Pinjaman (BA 995.03 dan BA 999.04).

No. URAIAN

[1a] | Berisikan dengan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan
sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran
[2] Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti
dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3] Berisikan dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit
Organisasi.

Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian

[4] provinsi.

[D] Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[O] Berisikan dengan kode dan uraian kewenangan.

[7] Berisikan dengan nomor urut halaman.

[8] Berisikan dengan kode Satker.

[9] Berisikan dengan uraian Satker.

[10] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit
Organisasi dan program.

[11] | Berisikan dengan uraian program.

[12] | Berisikan dengan kode kegiatan.

[13] | Berisikan dengan uraian kegiatan.

[14] | Berisikan dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua =
kode kabupaten/kota.

[15] | Berisikan dengan kode kegiatan dan kode output.

[16] | Berisikan dengan uraian output.

[17] | Berisikan dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN,
03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN,
09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).

[18] | Berisikan dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP,
PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).

[19] | Berisikan dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20] | Berisikan dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
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[21]

Berisikan dengan nomor register untuk PHLN.

[22]

1. untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah  berisikan
penerimaan pembiayaan (71) serta investasi pemerintah
dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara
(72), beserta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.

2. untuk Pengelolaan Penerusan Pinjaman  berisikan
penerimaan pembiayaan (71) serta penerusan pinjaman
(72), beserta jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[23]

Berisikan dengan total pagu per jenis belanja (penerimaan
pembiayaan 71, serta investasi pemerintah {(dalam negeri, luar
negeri dan penyertaan modal mnegara (72)), penerusan
pinjaman (72)), beserta jumlah seluruhnya dalam ribuan
rupiah.

[24]

Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA Petikan.

[25]

Berisikan dengan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.

[26]

Berisikan dengan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.

[27]

Digital Stamp.
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3) Halaman II untuk Pengelolaan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (BA 999.035).

No. URAIAN

[1a] | Berisikan dengan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan
sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
C : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran

[2] Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti
dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] Berisikan dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit
Organisasi.

[4] Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian
provinsi.

[D] Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[O] Berisikan dengan kode dan uraian kewenangan.

[7] Berisikan dengan nomor urut halaman.

[8] Berisikan dengan kode Satker.

[9] Berisikan dengan uraian Satker.

[10] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit
Organisasi dan program.

[11] | Berisikan dengan uraian program.

[12] | Berisikan dengan kode kegiatan.

[13] | Berisikan dengan uraian kegiatan.

[14] | Berisikan dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua =
kode kabupaten/kota.

[15] | Berisikan dengan kode kegiatan dan kode output.

[16] | Berisikan dengan uraian output.

[17] | Berisikan dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN,
03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN,
09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).

[18] | Berisikan dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP,
PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).

[19] | Berisikan dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20] | Berisikan dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
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[21]

Berisikan dengan nomor register untuk PHLN.

[22]

Berisikan dengan pagu per jenis belanja untuk transfer ke
Daerah dan Dana Desa (61=DBH, 62=DAU, 63=DAK, 64=dana
Otsus, 65=dana transfer lainnya dan dana desa, 66=dana
keistimewaan DIY).

[23]

Berisikan jumlah total untuk tiap jenis belanja.

[24]

Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA BUN.

[25]

Berisikan dengan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.

[26]

Berisikan dengan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.

[27]

Digital Stamp.




73 2014, No.1777

4) Halaman II Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Lainnya dan
Transaksi Khusus (BA 999.07,BA 999.08 dan BA 999.99).

No. URAIAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/l.embaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekon
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran
[2] Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3] Berisikan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit
Organisasi.
[4] Berisikan kede provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6] Berisikan kede dan uraian kewenangan.
[7] Berisikan nomor urut halaman.

[8] Berisikan kede Satker.,

[9] Berisikan uraian Satker

[10] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi
dan program.

[11] | Berisikan uraian program.

[12] | Berisikan kode kegiatan.

[13] | Berisikan uraian kegiatan.

[14] | Berisikan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode
kabupaten/kota.

[15] | Berisikan kode kegiatan dan kode output.

[16] | Berisikan uraian output.

[17] | Berisikan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP,
04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, O08=HDN, 09=HLN,
10=HLD, 11=HLL).

[18] | Berisikan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN,
BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).

[19] | Berisikan kode kantor bayar (KPPN].
[20] | Berisikan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).

[21] | Berisikan nomor register untuk PHLN.
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[22]

1. untuk Pengelolaan Subsidi berisikan pagu jenis belanja
subsidi (59) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.

2. untuk Pengeloclaan Belanja Lainnya berisikan pagu per
jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi
(55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

3. untuk Pengelolaan Transaksi Khusus berisikan pagu per
jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi
(99), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[23]

Berisikan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang
(52), modal {53), subsidi (53), bantuan sosial (57), lain-lain
(98)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[24]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA BUN.

[25]

Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.

[26]

Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.

[27]

Digital Stamp
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c. DIPA BUN Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh

masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana

penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan

pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

1) Halaman III DIPA BUN kecuali untuk DIPA BUN Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)

No. URATAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai

berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran
[2] Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3] Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.
[4] Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6] Berisikan nemor urut halaman.
[7] Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
(dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8] Berisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[9] Berisikan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai

bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan
jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[10] | Berisikan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan

yang bersangkutan yang dirinci :

- Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen
Pajalk);

- Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen
Bea dan Cukai);

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Penerimaan Hibah; dan

- Penerimaan Pembiayaan.

[11] | Berisikan tempat dan tanggal penandatangananDIPA BUN.

[12] | Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.
[13] | Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.
[14] | Digital Stamp.
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2) Halaman III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
khusus untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa

No. URATAN

[1a] | Berisikan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan
sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi
C : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kede Satker
2XXX : Tahun Anggaran
[2] Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti

dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] Berisikan dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian
Unit Organisasi.

Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian

[4] provinsi.

[D] Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[O] Berisikan dengan nomor urut halaman.

[7] Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker

(dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).

[8] Berisikan dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik
sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis
dana transfer ke daerah dan dana desa, serta jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[9] Berisikan dengan kode dan uraian kegiatan.

[10] | Berisikan dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik
sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis
dana transfer ke daerah dan dana desa, serta jumlah
seluruhnya dalam ribuan rupiah.

[11] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA Petikan.

[12] | Berisikan dengan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.
[13] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.
[14] | Digital Stamp.
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d. DIPA BUN Halaman IV. Catatan

DIPA BUN Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh
Satker dalam melaksanakan DIPA BUN.

1) Halaman IV DIPA BUN kecuali untuk DIPA BUN Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

No. URAIAN
[la] | Berisikan Tahun Anggaran.
[1b] | Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai
berikut:
aaa : Kode Kementerian Negara/lLembaga
bb : Kode Unit Organisasi
c : Kode Dekonsentrasi
dddddd : Kode Satker
2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan
uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit
Organisasi.

[4] | Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.

[©] | Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[6] | Berisikan nomor urut halaman.

[7] | Berisikan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan
memuat beberapa satker).

[8] | Berisikan uraian Satker.

[9] | Berisikan kode  Kementerian  Negara/Lembaga,  Unit
Organisasi dan pregram.

[10] | Berisikan uraian program.

[11] | Berisikan kode kegiatan.

[12] | Berisikan uraian kegiatan.

[13] | Berisikan kode kegiatan dan output.

[14] | Berisikan uraian output.

[15] | Berisikan Catatan output.

[16] | Berisikan kode kegiatan.

[17] | Berisikan uraian kegiatan.

[18] | Berisikan kode kegiatan dan outpudt.

[19] | Berisikan uraian output.

[20] | Berisikan kode akun diberi catatan/tunggakan.
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[21]

Berisikan uraian catatan/tunggakan.

[22]

Berisikan keterangan.

[23]

Berisikan jumlah dana akun catatan/tunggakan.

[24]

Berisikancatatan

- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau

- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

[25]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA BUN.

[26]

Berisikan nama pejabat penandatangan DIPA BUN.

[27]

Berisikan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.

[28]

Digital Stamp.
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2) Halaman IV Catatan untuk DIPA Transfer ke Daerah dan Dana
Desa

No. URAIAN

[1a] | Berisikan dengan Tahun Anggaran.

[1b] | Berisikan dengan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan
sebagai berikut:

aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga
bb : Kode Unit Organisasi

c : Kode Dekonsentrasi

dddddd : Kode Satker

2XXX : Tahun Anggaran

[2] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/Lembaga
diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.

[3] | Berisikan dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan
uraian Unit Organisasi.

Berisikan dengan kode provinsi diikuti dengan uraian
[4] | provinsi.

[2] | Berisikan dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.

[©¢] | Berisikan dengan nomeor urut halaman.

[7] | Berisikan dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA
Petikan memuat beberapa Satker).

[8] | Berisikan dengan uraian Satker.

[¢] | Berisikan dengan kode Kementerian Negara/lLembaga, Unit
Organisasi dan program.

[10] | Berisikan dengan uraian prograim.

[11] | Berisikan dengan kode kegiatan.

[12] | Berisikan dengan uraian kegiatan.

[13] | Berisikan dengan kode transfer dana bagi hasil.

[14] | Berisikan dengan uraian transfer dana bagi hasil.

[13] | Berisikan dengan jumlah pagu transfer dana bagi hasil.

[16] | Berisikan dengan kode akun transfer dana bagi hasil.

[17] | Berisikan dengan uraian transfer dana bagi hasil.

[18] | Berisikan dengan pagu akun transfer dana bagi hasil.

[19] | Berisikan dengan kode kegiatan dan output.

[20] | Berisikan dengan uraian cutput.

[21] | Berisikan Catatan output.

[22] | Berisikan dengan kode provinsi, kabupaten/kota dan kode
khusus kabupaten/kota.
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[23] | Berisikan dengan uraian kabupaten/kota.

[24] | Berisikan dengan kode kantor bayar.

[25] | Berisikan dengan kode akun transfer ke daerah dan dana
desa.

[26] | Berisikan dengan uraian akun transfer ke daerah dan dana
desa.

[27] | Berisikan dengan pagu akun transfer ke daerah dan dana
desa.

[28] | Berisikan dengan tempat dan tanggal penandatanganan
DIPA Petikan.

[29] | Berisikan dengan nama pejabatan penandatangan DIPA
BUN.

[30] | Berisikan dengan NIP pejabat penandatangan DIPA BUN.

[31] | Digital Stamp.
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